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Implementasi Tax Planning PPh 21 Dalam Upaya Meningkatkan 
Efisiensi Perusahaan Pada PT Pelni Cabang Parepare 
 
Implementation of Tax Planning on Income Tax Article 21 on The Effort to 
Improving Company Efficiency At PT Pelni Parepare Branch 
 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara  penyusunan perencanaan pajak 
yang sesuai dengan undang-undang serta memberikan gambaran tentang 
Implementasi Tax Planning yang baik dan benar sehingga dapat meningkatkan 
efisiensi perusahaan. Data penelitian ini diperoleh dari observasi dan dokumentasi 
serta  wawancara langsung  dengan pihak terkait dengan PPh 21 pada PT Pelni 
Cabang Parepare. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Pelni Cabang 
Parepare secara formal belum melakukan tax planning, sehingga peneliti mencoba 
menerapkan tax planning PPh 21 dengan melihat beberapa komponen gaji Pegawai. 
Perusahaan juga menerapkan kebijakan akuntansi antara lain, dengan 
memaksimalkan biaya-biaya fiskal serta meminimalkan biaya yang tidak 
diperkenankan sebagai pengurang. Perusahaan juga memberikan tunjangan tidak 
dalam bentuk natura namun dialihkan menjadi dalam bentuk uang serta pemberian 
tunjangan pajak kepada karyawan yang akan memperbesar biaya operasional 
perusahaan dan dengan sendirinya akan memperkecil pajak yang terutang. 
 
Kata Kunci: tax planning, pajak penghasilan, efisiensi. 
 
This research aim to know the procedures of tax planning compilation according to 
the law and also give description on correct and good Implementation Tax Planning 
in order to improve the company’s efficiency. Data used in this research were 
obtained from observation and documentation and also direct interview with the 
related parties with PPh 21 at PT Pelni Parepare’s Branch. The Result of the study 
indicate’s that the PT Pelni Branch of Parepare formally has not applied the tax 
planning, therefore researcher try to apply the tax planning PPh 21 by observing 
some component of employee’s salary. The company also implement certain 
accountancy policy for example, by maximizing fiscal costs and also minimizing 
expenses which is not appropriate as for reducing cost. Company also give the 
subsidy not in the form of natura but transferred in the form of money and also gift of 
subsidy to employees which will enlarge the operating expenses of company and by 
itself will minimize the owning tax. 
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1.1 Latar Belakang 
Saat ini Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Hal ini 
sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang meginginkan pembangunan nasional 
dibiayai dari sumber dana yang berasal dari masyarakat. Oleh sebab itu, dari tahun 
ke tahun pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara.  
Penerimaan negara dalam arti penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah 
merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama untuk 
mencapai kemandirian dalam membiayai pengeluaran yang semakin bertambah. 
Pengeluaran untuk membiayai belanja negara yang semakin lama semakin 
bertambah tersebut, memerlukan sumber-sumber yang dapat menjamin 
kelangsungan dan kelancaran jalannya pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan 
penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung pada 
bantuan atau pinjaman dari luar negeri.  
Pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang utama negara yang 
sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup negara. Penerimaan sektor 
pajak dari tahun ke tahun diharapkan selalu meningkat seiring dengan 
perkembangan dan kemajuan pembangunan. Peranan pajak dalam pembangunan 
terasa makin penting, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa 




Begitu besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan 
negara, maka dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, baik wajib 
pajak perorangan maupun badan usaha akan pentingnya pajak bagi kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Guna mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan 
yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai. 
Menurut Wirawan (2007:5), Pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan 
sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang di 
tetapkan secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan 
untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Untuk itu, pajak merupakan 
sumber pendapatan yang dapat digunakan pemerintah untuk membiayai 
pembangunan untuk kepentingan umum. 
Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa  penarikan pajak  
dapat dipaksakan. Bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan 
menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita. Oleh karena itu, pemungutan 
pajak harus disadari baik individu maupun perusahaan. 
Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi 
laba usaha. Semakin tinggi laba usaha yang diperoleh, maka akan semakin besar 
pula beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, pihak manajemen dituntut 
untuk dapat membuat perencanaan pajak yang sinergis dengan perkembangan 
perusahaan. Disatu sisi manajemen dituntut untuk menghasilkan laba perusahaan 
yang maksimal, namun di sisi lain manajemen juga berusaha untuk dapat 
meminimalisir beban pajaknya pada akhir tahun. 
Upaya meminimalisir beban pajak perusahaan pada akhir tahun memang 
dapat dilakukan oleh pihak manajemen dengan berbagai cara, antara lain seperti 
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berusaha menghindari pajak (tax avoidance) sampai pada penggelapan pajak (tax 
evation), akan tetapi upaya minimalisasi dengan cara penggelapan pajak ini, selain 
tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, juga mengandung risiko 
pelanggaran hukum. Sedangkan penghindaran pajak, walaupun masih memiliki 
konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun upaya penghindaran pajak 
adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak 
melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang ada. Oleh karena itu, dalam 
perencanaan pajak pada sebuah perusahaan hendaknya lebih berhati-hati agar 
perbuatan penghindaran pajaknya tidak dianggap sebagai perbuatan yang dianggap 
sebagai penggelapan pajak (tindak pidana fiskal). 
Perencanaan pajak (tax planning) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 
strategi manajemen perusahaan secara keseluruhan. Perencanaan pajak (tax 
planning) yang baik, akan  menentukan berhasil tidaknya dalam mengelola dan 
menata sumber-sumber keuangan perusahaan. Mengingat pentingnya perencanaan 
pajak bagi pemenuhan kewajiban pajak suatu perusahaan di satu sisi, dan 
penghematan pengeluaran pajak bagi operasional perusahaan sehari-hari di sisi 
lain, maka pengelolaan perencanaan pajak pada sebuah perusahaan  haruslah 
efektif dan efisien. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti 
tentang implementasi perencanaan pajak dalam kaitannya dengan upaya  
meningkatkan efisiensi perusahaan, PT Pelni Cabang Parepare. Perlu diketahui 
bahwa Cabang hanya berwenang atas PPh 21 (memungut, menyetor, dan 
membayarkan), sehingga perlu perencanaan yang baik agar supaya aliran kas tidak 
terganggu. PT Pelni Cabang Parepare merupakan salah satu perusahaan yang 
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memiliki kontribusi besar dari sektor pajak di Kota Parepare, dengan judul penelitian 
“Implementasi Tax Planning PPh 21 dalam upaya Meningkatkan Efisiensi 
Perusahaan PT Pelni Cabang Parepare”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 
permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimanakah PT Pelni Cabang Parepare memenuhi kewajiban pajaknya 
dengan menggunakan tax planning PPh 21 yang sesuai dengan Undang-
undang Perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda, 
bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana ? 
2. Bagaimanakah implementasi pelaksanaan tax planning PPh 21 yang baik 
dan benar serta dapat menghindari terjadinya pemborosan sumber daya 
perusahaan PT Pelni Cabang Parepare, sehingga dapat meningkatkan 
efisiensi perusahaan ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain, adalah 
sebagai berikut.  
1. Untuk mengetahui proses dan tata cara  penyusunan perencanaan pajak (tax 
planning) PPh 21 yang sesuai dengan undang-undang pada PT Pelni 
Cabang Parepare sehingga tidak terkena sanksi. 
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2. Memberikan gambaran tentang Implementasi Tax Planning PPh 21 yang 
baik dan benar sehingga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan PT Pelni 
Cabang Parepare. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Secara teoretis penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya dalam perhitungan jumlah Pajak Penghasilan pasal 21. 
Karena dalam perhitungannya ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh 
perusahaan sesuai dengan kebijakannya. 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
1. Bagi peneliti, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat 
menambah wawasan dalam bidang akuntansi dan perpajakan dengan 
cara penerapan secara langsung teori yang diperoleh di perkuliahan, 
dalam memperbanyak kepustakaan ataupun bentuk lainnya, terutama 
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang 
bermanfaat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang 
memberikan nilai guna bagi pihak yang berkepentingan dalam 
pengambilan keputusan, terutama mengenai perhitungan Pajak 
Penghasilan pasal 21. 
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3. Bagi Pihak lain, penelitian ini dapat memberikan masukan yang 
bermanfaat dan berguna sebagai bahan referensi, sumber informasi, dan 
bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, serta sebagai tambahan 
nilai guna bagi yang membutuhkan. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk memeroleh gambaran yang utuh maka penulisan dibagi dalam 5 bab. 
Adapun rincian masing-masing bab adalah sebagai berikut. 
Bab I :  Pendahuluan 
Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
Bab II : Tinjauan Pustaka 
 Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang menyangkut 
penelitian yaitu mengenai konsep, pengertian pajak, sistem 
perpajakan, tax planning, tujuan implementasi tax planning pada 
perusahaan, motivasi dilakukannya tax planning, Pajak penghasilan 
Pasal 21, Langkah-langkah perencanaan PPh 21, Pelaksanaan 
perencanaan PPh 21, kebijakan perpajakan Indonesia, dan pengaruh 
pajak terhadap kegiatan perusahaan. 
Bab III : Metode Penelitian 
 Bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian yang 
berisikan rincian mengenai metode pengumpulan data, jenis dan 




Bab IV : Hasil Penelitian 
 Bab ini menguraikan deskripsi penelitian, antara lain mengenai 
kebijakan akuntansi perusahaan yang berkaitan dengan Tax Planning 
PPh 21. 
Bab V : Penutup 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil keseluruhan 






















2.1 Konsep Pajak 
2.1.1 Pengertian Pajak 
 Salah satu komponen utama penerimaan pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah adalah dari sektor pajak. Apabila dihubungkan dengan kegiatan 
pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan maka pajak memegang  peranan 
yang penting dalam pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan salah satu 
penghasilan yang sangat penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi, 
sosial, dan politik.  
 Pendapat beberapa ahli bidang perpajakan yang memberikan pengertian 
atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak. Namun pada dasarnya 
mempunyai arti dan tujuan yang sama. Menurut Soemitro (2007:7) “Pajak sebagai 
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum”. 
 Menurut Ahmadi (2006:6) “Pajak adalah suatu sumbangan (yang dapat 
dipaksakan) dari perorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran 
yang bertalian dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjukan 
adanya keuntungan khusus terhadapnya”. Artinya pajak merupakan suatu kegiatan 
pemerintah yang digunakan untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. 
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 Surantono dan Mulyadi (2003:2) mengemukakan “Pajak merupakan iuran 
kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, dengan tidak ada 
imbalan langsung bagi pembayarnya dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran 
umum negara. Oleh karena itu, pajak dapat membiayai pembangunan untuk 
kesejahteraan Negara. 
 Menurut Adriani (2003:4) “Pajak adalah pungutan yang dilakukan pemerintah 
dengan paksaan yuridis untuk memeroleh dana guna membiayai pemerintah tanpa 
memberikan suatu timbal-balik terhadap pungutan tersebut”. Dalam hal ini definisi 
pajak yang diuraikan oleh Adriani memberikan gambaran bahwa pajak 
diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 
 Soemahamidjaja (2007:6) menyatakan “Pajak adalah iuran wajib berupa 
uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, 
guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai 
kesejahteraan umum”. Untuk itu pajak dapat membantu pemerintah dalam 
merealisasikan programnya untuk kesejahteraan masyarakat. 
 Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 
(2011:4), pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Secara khusus, undang-undang 
menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya 
pemerataan kesejahteraan.  
 22 
 
 Beragam pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli ditambah 
dengan definisi resmi pajak yang terdapat dalam undang-undang, dapat disimpulkan 
bahwa terdapat beberapa ciri yang melekat pada pajak, sebagai berikut. 
a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 
b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah 
pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang 
dipungut). 
c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi 
individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh 
pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara 
jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu. 
d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra 
prestasi dari negara kepada para pembayar pajak. 
e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 
menurut peraturan perundang-undangan yang dikenakan pajak. 
f. Secara khusus, undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran 
pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan 
kesejahteraan). 
Definisi di atas dapat dikatakan bahwa yang berhak memungut pajak dari rakyat 
adalah negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang tanpa timbal jasa dari 
negara secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai rumah 





2.1.2 Unsur-unsur dan Ciri-ciri Pajak 
Adapun unsur-unsur pajak, menurut Soemitro (2007:162) adalah sebagai 
berikut. 
1. Iuran dari rakyat kepada Negara. 
2. Pemungutannya berdasarkan undang-undang. 
3. Tanpa jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk atau kontraprestasi. 
4. Digunakan untuk membiayai pembangunan Negara yaitu untuk pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
Adapun Ciri-ciri pajak (Soemitro,2007:163) antara lain. 
a. Pajak adalah peralihan kekayaan dari orang/badan pada pemerintah. 
b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 
yang sifatnya dapat dipaksakan. 
c. Pembayaran pajak tidak diberikan adanya kontra prestasi langsung secara 
individual yang diberikan oleh pemerintah. 
d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah. 
e. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari 
pemerintah. 
2.1.3 Jenis-jenis Pajak 
Berikut ini adalah pembagian jenis pajak menurut Pudyatmoko (2006). 
1. Menurut Golongan 
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung 
wajib pajak yang bersangkutan, misalnya PPh (Pajak Penghasilan) 
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b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 
2. Menurut Sifatnya 
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang 
selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan 
diri wajib pajak, misalnya PPh. 
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa 
memerhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPN dan PPn BM 
(Pajak Penjualan atas Barang Mewah)  
3. Menurut Pemungutnya  
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contohnya adalah 
PPh, PPN dan PPn BM, serta Bea Materai. 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Contohnya adalah 
Pajak Reklame serta Pajak Hotel dan Restoran. 
 
2.1.4 Pengelompokan pajak 
Pengelompokan pajak menurut golongannya (Munawir, 2007:21). 
1. Pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib 
pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau 
menurut pengertian administratif pajak yang dikenakan secara periodik/ 
berkala dengan menggunakan surat ketetapan pajak. 
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2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang oleh si penanggung dapat 
dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak 
yang dapat dipungut tidak dengan surat ketetapan pajak dan penggunaannya 
tidak secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal 
yang menyebabkan dikenakannya pajak, misalnya Pajak Penjualan, Pajak 
Pertambahan Nilai Barang atau Jasa. 
 
2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak 
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional agar tidak 
menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan 
pajak itu sendiri harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut 
(Pudyatmoko:2006). 
a. Syarat Keadilan. 
Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai 
keadilan dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta 
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dalam pelaksanaan 
pemungutannya yakni dengan memberi hak bagi wajib pajak untuk 
mengajukan keberatan, penundaan, dan mengajukan banding kepada 
Majelis Pertimbangan Pajak. 
b. Syarat Yuridis. 
Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberi 




c. Syarat Ekonomis. 
Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya 
pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan dampak 
perekonomian masyarakat. 
d. Syarat Finansial. 
Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter dalam 
artian biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari 
hasil pemungutan. 
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan 
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa ada 
unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun. 
 
2.1.6 Fungsi Pajak 
 Menurut Pudyatmoko (2006) pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari 
pajak, yakni fungsi budgeter (anggaran/penerimaan) dan fungsi regulerend 
(mengatur). 
a. Fungsi Budgeter 
Fungsi budgeter diartikan bahwa pajak sebagai instrumen yang digunakan 
untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. 
Dana dari pajak inilah yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-
pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber 




b. Fungsi Regulerend 
Di samping memiliki fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan 
untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara 
seperti tersebut di atas, pajak juga memiliki fungsi yang lain, yaitu fungsi 
mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan 
masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Berdasarkan fungsi 
mengatur ini, pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong dan 
mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan 
keinginan pemerintah. 
 
2.1.7 Sistem Perpajakan 
Terdapat tiga unsur pokok pemungutan pajak yang harus saling terkait satu 
sama lainnya. Kesuksesan administrasi perpajakan tergantung pada keharmonisan 
ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur yang di maksudkan tersebut adalah sebagai 
berikut. 
a. Kebijakan Perpajakan  
 Kebijakan perpajakan merupakan pemilihan unsur-unsur dari berbagai 
alternatif perpajakan yang tersedia terhadap tujuan yang akan dicapai. 
Pemilihan unsur-unsur tersebut berhubungan dengan siapa dan apa yang 
akan dikenakan pajak, cara perhitungan, dan prosedur pajak. 
b. Undang-undang Pajak  
 Untuk dapat memberikan kepastian hukum tentang pemungutan pajak harus 
dirumuskan dalam suatu peraturan formal yang disebut dengan undang-
undang pajak. Undang-undang yang baik harus mudah dimengerti dan 
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mudah dipahami sehingga tidak menyusahkan pembuat dan pemakai 
undang-undang itu sendiri.  
c. Administrasi Perpajakan  
 Administrasi pajak merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan 
kebijakan perpajakan dan hukum perpajakan yang berlaku. Administrasi 
pajak merupakan kunci bagi berhasilnya kebijakan perpajakan. 
 
2.1.8 Perencanaan Pajak dan Manajemen Strategis 
Perencanaan merupakan suatu keputusan spesifik yang dibuat oleh manajer 
perusahaan, pemanfaatannya dirancang untuk digunakan di masa akan datang, di 
dalamnya terdapat strategi, taktik, dan operasi yang akan digunakan untuk 
mencapai tujuan perusahaan. Salah satu hasil yang paling penting dari proses 
perencanaan adalah “strategi perusahaan”, kemudian berlanjut menjadi suatu 
perencanaan khusus yang disebut “manajemen strategis”, yaitu proses manajemen 
yang mencakup pernyataan perusahaan dalam membuat rencana strategis dan 
kemudian bertindak berdasarkan rencana tersebut. Fungsi-fungsi spesifik 
manajemen yang digunakan dalam mengelola perusahaan menurut Batheman 
(2008) adalah sebagai berikut. 
a. Planning, adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk 
mencapai sasaran tersebut, yang berarti bahwa manajer harus terlebih 
dahulu memikirkan secara matang sasaran dan tindakan yang akan 
dilakukan perusahaan yang didasarkan pada metode, rencana atau logika 
dan bukan berdasarkan perasaan. 
 29 
 
b. Organizing, adalah proses mengarahkan dua orang atau lebih untuk bekerja 
sama dalam cara terstruktur guna mencapai beberapa sasaran, dengan kata 
lain organizing merupakan proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, 
wewenang dan sumber daya di antara organisasi. 
c. Leading, adalah proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas yang 
berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi 
yang terdiri dari mengarahkan, memengaruhi, dan memotivasi karyawan 
untuk melaksanakan tugas yang penting. 
d. Controlling, adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya 
sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. 
Menurut Zain (2008) manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi 
kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan 
serendah mungkin untuk memeroleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Secara 
umum, tax planning merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen pajak yang 
terdiri dari: planning, implementation, dan control. 
Apabila dihubungkan dengan fungsi-fungsi spesifik manajemen, 
perencanaan perpajakan (tax planning) termasuk ke dalam salah satu fungsi-fungsi 
spesifik manajemen, yaitu fungsi planning dalam menetapkan proses perencanaan 
penyusunan strategi penghematan pajak, manajer terlebih dahulu harus memikirkan 
dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada ketentuan peraturan 
perpajakan, sehingga manajer dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan 
secara lengkap, benar, dan tepat waktu.  
Apabila perencanaan pajak (tax planning) perusahaan tidak baik atau 
memiliki kelemahan-kelemahan, maka sumber daya yang dimiliki perusahaan tidak 
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dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya 
pemborosan yang sebenarnya dapat dicegah. Apabila pemborosan tersebut terjadi 
terus-menerus, maka penghasilan perusahaan lama kelamaan akan semakin 
menurun yang pada akhirnya tidak dapat bersaing dengan kompetitornya, sehingga 
kelangsungan hidup perusahaan menjadi terancam. 
 
2.2 Tax Planning 
2.2.1 Pengertian Tax Planning 
Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan 
penghematan atau tax saving dan penghindaran pajak atau tax avoidance. Zain 
(2008) mengidentifikasi pajak dengan perencanaan pajak dan mendefinisikan 
sebagai berikut. Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait 
dengan konsekuensi potensi pajak, yang ditekankan pada pengendalian setiap 
transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana 
pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke 
pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) 
dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal 
yang tidak akan ditoleransi. 
Pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran 
pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak 
dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajak. Ide dasarnya adalah usaha 
mengatur lebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak 
perpajakan sebanyak mungkin, atau dengan kata lain peluang untuk perencanaan 
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pajak yang efektif terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut 
dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan dengan 
apabila pertimbangannya dilakukan setelah transaksi. Dalam hal ini tentunya sangat 
tergantung kepada para manajer, sampai sejauh mana para manajer tersebut 
mewaspadai secara konstan alternatif-alternatif penghematan pajak pada setiap 
tindakan yang akan diambilnya. 
Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak 
tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat 
tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan 
adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya. 
Perencanaan pajak berfungsi untuk mengestimasi jumlah pajak di masa yang akan 
datang yang dibayar secara formal maupun material, dan melakukan efisiensi pajak 
tidak semata-mata dengan menghindari pajak, tetapi juga menghindari sanksi-sanksi 
atas kesalahan dan kelalaian atas pelaksanaan kewajiban pajak. Fungsi 
pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak baik 
dari aspek formal maupun material sebaik mungkin. Zain (2008) mengemukakan 
tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak berupa tindakan 
penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang 
harus mendapatkan perhatian dalam penyusunan perencanaan pajak dan 
merupakan komponen-komponen sistem manajemen, adalah sebagai berikut. 
1. Menetapkan sasaran atau tujuan perencanaan pajak yang meliputi: 
a. usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang 




b. memahami segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari 
pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi 
pidana, 
c. melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, 
pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan 
pajak. 
2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang 
terdiri dari sebagai berikut. 
a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang, faktor 
ini umumnya memiliki sifat permanen yang secara eksplisit terdapat dan 
melekat pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Faktor tersebut merupakan parameter-parameter yang berpengaruh 
terhadap perencanaan jangka panjang. 
b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi 
dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual 
tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku bagi seluruh 
personil perusahaan. 
c. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan 
perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun 
jangka panjang. 
3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, 
dilakukan antara lain dengan cara mengadakan hal-hal berikut. 
 33 
 
a. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian 
perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan 
dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-
pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah 
perpajakan dalam setiap bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal-hal tersebut 
sangat erat kaitannya dengan sistem akuntansi perusahaan. 
b. Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa 
sehingga setiap modifikasi rencana dapat dilakukan tepat waktu. 
Agar perencanaan pajak dapat berjalan sesuai dengan tujuan menurut Suandy 
(2008) diperlukan tahapan-tahapan terencana sebagai berikut. 
1. Menganalisis informasi yang ada 
Pada tahap ini perencanaan pajak harus menganalisis dan melakukan 
pertimbangan terhadap semua aspek yang mungkin terlibat dalam 
perencanaan pajak. Pertimbangan ini meliputi segala kemungkinan 
keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pajak. 
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain. 
a. Fakta yang relevan. Dalam era globalisasi serta tingkat persaingan yang 
semakin ketat maka seseorang manajer pajak dalam merencanakan 
pajak untuk suatu organisasi dituntut harus benar-benar menguasai 
situasi yang dihadapi baik dari internal maupun eksternal dan selalu 
mengamati perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat 




b. Faktor pajak. Dalam melakukan pembuatan perencanaan pajak perlu 
diperhatikan faktor-faktor pajak dari suatu negara untuk menjamin 
berhasilnya suatu perencanaan pajak.  
2. Membuat satu model atau lebih rencana pajak 
Model perencanaan diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas 
mengenai perhitungan perencanaan pajak. Sebaiknya model dibuatkan lebih 
dari satu agar dapat dibandingkan dan lebih dapat terukur keuntungan dan 
kerugiannya, sehingga perencana pajak dapat memilih alternatif-alternaitf 
yang tersedia. 
3. Evaluasi perencanaan pajak 
Mengevaluasi dengan analisis keuangan suatu perencanaan pajak misalnya 
bagaimana perencanaan pajak memengaruhi beban pajak, laba kotor atau 
pengeluaran lain jika alternatif-alternatif dipilih atau dijalankan. 
4. Mencari kelemahan dan melakukan perbaikan kembali 
Dari berbagai alternatif yang telah dibuat, perencana pajak harus melihat 
potensi kerugian atau potensi keuntungan yang akan diperoleh. Keputusan 
untuk menjatuhkan pilihan satu alternatif kadang membawa kondisi pada 
potensi kerugian yang akan diperoleh. Tugas dari perencana pajak adalah 
meminimalkan potensi kerugian tersebut. 
5. Memutakhirkan rencana pajak 
Suatu undang-undang seringkali mengalami perubahan demikian pula 
dengan undang-undang perpajakan. Perubahan ini akan membawa dampak 
bagi perencana pajak secara keseluruhan. Tugas dari perencana pajak untuk 
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melihat kembali rancangan yang telah dibuat untuk menyesuaikan dengan 
perubahan undang-undang tersebut. 
 
2.2.2 Tujuan implementasi Tax Planning pada Perusahaan 
Menurut Stoner (2006), perusahaan adalah sekumpulan orang-orang yang 
bekerjasama secara terstruktur dengan tujuan untuk mencapai sasaran (goal) yang 
spesifik atau sejumlah sasaran (goals) yang telah ditetapkan. Perusahaan 
merupakan bagian integral dari sistem ekonomi yang menggunakan sumber daya 
langka untuk menghasilkan barang dan jasa. Salah satu tujuan utama perusahaan 
adalah “laba” (profit), sekaligus alat pemotivasi investor menanamkan modal dalam 
perusahaan. Karena laba merupakan orientasi utama, maka manajemen keuangan 
perusahaan selain harus memfokuskan diri pada perolehan dan penggunaan 
sumber keuangan, juga pada pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektif dan 
efisien guna meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga perusahaan dapat 
mencapai laba yang optimum. 
Tujuan implementasi tax planning dalam kegiatan usaha wajib pajak adalah 
untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, 
dengan cara menggunakan tax planning secara lengkap, benar, dan tepat waktu 
yang sesuai dengan undang-undang Perpajakan, sehingga perusahaan tidak 
terkena sanksi administratif (denda, bunga, kenaikan pajak) maupun  sanksi pidana.  
Hal tersebut di atas adalah untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan 
sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memeroleh laba yang 
optimal, seperti misalnya dengan tidak melaksanakan penjualan secara besar-
besaran (cuci gudang) di akhir tahun, namun justru dilakukan pada awal tahun.  
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Tindakan ini bertujuan agar pajak yang seharusnya dibayar perusahaan pada 
awal tahun, dapat ditunda hingga akhir tahun. Dibandingkan apabila penjualan 
dilakukan pada akhir tahun, maka perusahaan harus langsung membayar pajak 
pada awal tahun. Dengan demikian kesempatan untuk memanfaatkan hasil dari 
penundaan pembayaran pajak (investasi usaha atau deposito) akan hilang, karena 
langsung dibayarkan pajak. 
 
2.2.3 Motivasi Dilakukannya Tax Planning 
Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (tax 
planning) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu sebagai berikut. 
a. Kebijakan perpajakan (tax policy) 
Tax policy merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju 
dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek tax policy terdapat faktor-
faktor yang mendorong dilakukannya tax planning, yaitu pajak apa yang akan 
dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa yang merupakan 
objek pajak, berapa besarnya tarif pajak, dan bagaimana prosedurnya. 
b. Undang-undang perpajakan (tax law) 
Dalam pelaksanaannya, Undang-undang selalu diikuti dengan ketentuan-
ketentuan lain, termasuk undang-undang perpajakan yang diikuti oleh 
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, 
Keputusan Dirjen Pajak. Banyaknya ketentuan tersebut, membuka celah bagi 





c. Administrasi perpajakan (tax administration) 
Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi 
perpajakan secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk 
melakukan perencanaan pajak yang baik agar terhindar dari sanksi 
administrasi maupun pidana karena perbedaan penafsiran antara fiskus dan 
wajib pajak. 
 
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 
2.3.1 Pengertian PPh 21 
Pajak penghasilan pasal 21 sangat berkaitan dengan wajib pajak yang 
memiliki penghasilan dari pekerjaan. Bisa berupa gaji, honorarium atau pembayaran 
lainnya. Pajak tersebut dipotong sebagian dari penghasilannya lalu disetorkan dan 
dilaporkan oleh pemberi kerja. Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008: 
”Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak 
orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 
yang diterima sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan.” 
 
2.3.2 Langkah-Langkah Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 
Perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dilakukan dengan cara sebagai 
berikut. 
a. Mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan, 
yaitu memaksimalkan pengurangan. Dalam hal ini, Zain (2008:87) 
menjelaskan “Memaksimalkan pengurangan-pengurangan ialah pengalihan 
pemberian dalam bentuk natura ke bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat 
dikurangkan sebagai biaya yang dapat dipajaki (taxable) dan dapat 
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dikurangkan (deductible) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan”. Perencanaan pajak ini, ditekankan pada pengolahan PPh pasal 
21 yang lebih efisisen, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak 
nomor Kep-545/Pj/2000 tanggal 29 Desember tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 
26. 
b. Mematuhi segala ketentuan administratif yaitu, melakukan pelaporan SPT 
PPh masa dan tahunan tepat waktu dan melakukan penyetoran pembayaran 
pajak tepat waktu. Pelaporan SPT tepat waktunya dilakukan paling lambat 20 
hari setelah masa pajak berakhir dan penyetoran dilakukan paling lambat 10 
hari setelah masa pajak berakhir. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari 
pengenaan sanksi-sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana 
seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukuman kurungan atau penjara. 
c. Melakukan secara efektif segala ketentuan peraturan perundangan-
undangan perpajakan seperti memaksimalkan pengurangan-pengurangan. 
 
2.3.3 Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 
Zain (2008:89), menyebutkan bahwa perencanaan pajak penghasilan pasal 
21 dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu sebagai berikut. 
a. PPh Pasal 21 ditanggung pegawai 
Merupakan salah satu metode yang ditawarkan dalam menggunakan 
perencanaan pajak pada tiap perusahaan dalam membayar pajak 
penghasilan pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawannya. 
b. PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja 
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Untuk cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh 
pemberi kerja atau perusahaan cara perhitungannya tidak sama atau tidak 
jauh berbeda dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang hasilnya 
ditanggung pegawai. Hanya saja hasil dari total pajak yang harus dibayarkan 
oleh pegawai ditanggung atau dibayarkan oleh perusahaan itu sendiri. 
Biasanya perusahaan akan menawarkan tanggungan pajak ini kepada 
karyawan pada level atau jabatan tertentu sesuai dengan perjanjian awal 
pada kontrak kerja. Tidak semua perusahaan melakukan hal ini, mereka 
biasanya akan melihat dari performa kerja karyawan atau sesuai dengan 
kemampuan yang dimilikinya. 
c. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak 
Pemberian tunjangan pajak ini dapat meringankan karyawan dalam 
pembayaran pajak, namun biasanya perusahaan hanya menggunakan 
metode ini untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 
saja. Akan tetapi karyawan tetap membayar pajak hanya saja jumlah pajak 
penghasilan pasal 21 yang disetor kecil. 
d. PPh Pasal 21 dilakukan dengan metode gross up 
Perhitungan besarnya tunjangan pajak dalam rangka gross up merupakan 
langkah perhitungan yang banyak digunakan oleh para wajib pajak terutama 
wajib pajak badan, dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 
karyawannya. Karena metode ini selain sangat bermanfaat juga legal atau 




2.4 Kebijakan Perpajakan Indonesia 
Kebijakan Perpajakan di Indonesia yang terkandung dalam Ketentuan 
Undang-undang Perpajakan termasuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, 
Keputusan Menteri Keuangan, dan Direktur Jenderal Pajak, sangat besar 
pengaruhnya terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan tax planning. Pada saat ini 
pembayaran pajak di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan di mana Wajib 
Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 
disetorkan. Sistem ini dikenal dengan sebutan self assessment system, bahwa Wajib 
Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya sendiri. 
Sistem ini diberlakukan untuk memberi kepercayaan yang sebesar-besarnya kepada 
masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam 
menyetorkan pajaknya.  
Diberlakukannya sistem tersebut, akan membuka peluang bagi manajer 
untuk mengimplementasikan tax planning PPh 21 dalam pengendalian pemenuhan 
kewajiban perpajakan perusahaan. Namun, konsekuensi dijalankannya sistem 
tersebut adalah baik manajer perusahaan maupun masyarakat harus benar-benar 
mengetahui tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pelunasan 
pajaknya. 
Menurut Muljono (2009), konsekuensi dari self assessment itu adalah 
bagaimana mengelola administrasi dan pembukuan untuk keperluan pajak, kapan 
harus membayar, bagaimana menghitung besarnya pajak, kepada siapa pajak 
dibayarkan, apa yang terjadi jika ada kesalahan perhitungan, apa yang terjadi jika 




1. Administrasi Pajak 
 Administrasi Perpajakan merupakan salah satu dari unsur-unsur 
pokok sistem perpajakan di Indonesia, yaitu: (1) kebijakan perpajakan (tax 
policy); (2) undang-undang perpajakan (tax laws); (3) administrasi 
perpajakan (tax administration). Kebijakan perpajakan perusahaan berhasil 
bila ditunjang dengan penyelenggaraan administrasi yang baik dan benar, 
sehingga pelaksanaan Undang-undang Perpajakan menjadi efektif dan 
efisien dan sasaran dari sistem perpajakan pun dapat dicapai. 
 Tax planning yang diterapkan perusahaan berjalan dengan baik bila 
ditunjang tax administration yang baik. Pada dasarnya tax administration 
merupakan bagian dari sistem perusahaan dalam mengendalikan urusan 
pajak yang bertujuan untuk: (1) monitoring major transaction yaitu, 
mengawasi setiap transaksi yang ada hubungannya dengan pajak dan 
memastikan bahwa transaksi tersebut telah dicatat sesuai dengan 
kebijaksanaan perusahaan; (2) build in Internal control yaitu, bagian yang 
tidak terpisahkan dari pengendalian internal perusahaan yang bertujuan 
untuk meyakinkan bahwa berbagai macam kewajiban perpajakan sesuai 
dengan Peraturan dan Undang-undang Perpajakan, sehingga terhindar dari 
sanksi-sanksi dan (3) management of tax audit yaitu, memahami dasar-dasar 
audit pajak guna mempersiapkan diri dalam pemeriksaan pajak. 
2. Pembukuan 
Dalam kegiatan usahanya, perusahaan diwajibkan untuk 
menyelenggarakan pembukuan, tujuannya untuk mencatat setiap kegiatan 
yang berhubungan dengan operasi perusahaan. Sesuai dengan Pasal 1 
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, tujuan 
pembukuan dalam perpajakan adalah untuk menghitung besarnya pajak 
yang terutang. Selain itu, dari pembukuan tersebut dapat pula dihitung 
besarnya Pajak Penghasilan dan pajak-pajak lainnya. 
Secara umum, sistem pembukuan yang baik adalah jika semua 
informasi yang diperlukan dapat disajikan, tidak hanya informasi perpajakan 
saja. Penyelenggaraan pembukuan perusahaan hendaklah menggunakan 
sistem yang berlaku atau lazim digunakan di Indonesia, sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan yaitu dengan menggunakan dasar akrual. 
Menurut peraturan undang-undang perpajakan pembukuan dapat 
diselenggarakan dengan menggunakan dasar akrual dan dasar kas yang 
dimodifikasi. Tata cara pembukuan dalam Undang-undang Republik  
Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, diatur sebagai berikut. 
1) Kewajiban pembukuan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) yang diwajibkan 
menyelenggarakan pembukuan adalah: (1) Wajib Pajak orang pribadi atau 
badan; (2) badan usaha dan (3) pekerjaan bebas. 
2) Persyaratan pembukuan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (3), (4), (5), (6), (8), 
(11) dan (12) adalah sebagi berikut. 
(1) Beritikad baik dan mencerminkan kegiatan usaha yang 
sebenarnya; (2) diselenggarakan di Indonesia dengn huruf latin, 
angka arab, satuan mata uang Rupiah dan bahasa Indonesia 
atau bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan; (3) 
berprinsip taat azas dengan stelsel akrual dan stelsel kas; (4) 
perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku, harus 
disetujui Direktur Jenderal Pajak; (5) pembukuan dengan 
bahasa asing dan mata uang selain mata uang Rupiah dapat 
diselenggarakan Wajib Pajak dalam rangka penanaman Modal 
Asing, Kontrak Bagi Hasil dan kegiatan usaha atau badan lain, 
setelah mendapat izin Menteri Keuangan; (6) buku-buku, 
catatan, dokumen pembukuan atau pencatatan dan dokumen 
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lain Wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun, yaitu 
untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dan 
terakhir (7) pedoman penyelenggaraan pembukuan pencatatan 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
 
3) Pengecualian pembukuan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) dan (10), adalah 
sebagai berikut. 
(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 
atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung 
penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan 
Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; (2) Wajib 
Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 
 
4) Sanksi Pembukuan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (3), adalah sebagai 
berikut. 
(1) Sanksi kenaikan 50% (lima puluh persen) untuk jenis Pajak 
Penghasilan Pasal 25 dan 29 yang dibayar sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak; (2) 
sanksi kenaikan 100% (seratus persen) untuk jenis Pajak 
Penghasilan Pasal 21,22,23 dan 26 yang tidak atau kurang 
dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang 
disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang 
disetorkan oleh orang atau badan lain dan (3) sanksi kenaikan 
100%  untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 




2.5 Pengaruh Pajak Terhadap Kegiatan Perusahaan 
Menurut Smith dan Skousen (2009) bagi perusahaan, pajak yang dikenakan 
terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai beban 
dalam menjalankan usaha atau kegiatan maupun distribusi laba kepada Pemerintah. 
Oleh karena itu, besar kecilnya beban pajak akan memengaruhi kegiatan 
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perusahaan dalam hal cash flow perusahaan, karena menyangkut bagaimana cara 
perusahaan menyediakan dana untuk membayar pajak yang terutang. 
 
2.6 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang 
dilakukan Ampa (2011) menjelaskan bahwa salah satu andalan penerimaan 
pemerintah Indonesia saat ini adalah penerimaan sektor perpajakan. Bagi 
perusahaan atau badan usaha, Pajak merupakan salah satu beban utama yang 
mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, diperlukan adanya tax planning sebagai 
upaya meminimalisasi beban pajak serta meningkatkan kinerja perusahaan. Tax 
planning yang dibahas juga menjelaskan bahwa tax planning yang baik dapat 
dijadikan suatu upaya melaksanakan kewajiban perpajakan pada perusahaan 
secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga 
implementasinya dapat menunjang upaya perusahaan meningkatkan kinerjanya. 
Hasil penelitian Ampa (2011) ini menunjukkan bahwa Penerapan tax 
planning pada PT Bank Sulsel dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan 
terjadi penghematan pajak (tax saving) dan dari segi akuntansi terjadi peningkatan 
laba. Selain berhasil menghemat pajak juga penerapan tax planning di PT Bank 
Sulsel dapat pula meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengalihkan tax saving 
yang diperoleh pada program pelatihan, pendidikan karyawan yang berdampak pada 
peningkatan kemampuan karyawan di masa mendatang. 
Penelitian yang dilakukan oleh Alvide (2007), diketahui bahwa perusahaan 
telah berupaya menerapkan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak 
yang harus dibayar melalui pemaksimalan biaya fiskal, melaksanakan program 
 45 
 
manfaat karyawan, pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura, dan 
optimalisasi kredit pajak. Akan tetapi masih ada peluang yang biasa dilakukan yaitu 
pemberian tunjangan penghasilan kepada karyawan yang tidak dimasukkan ke 
dalam daftar gaji dan juga penerapan perencanaan pajak pada perusahaan telah di 
dukung oleh sistem administrasi yang tertib, rapi, dan teratur sehingga menghasilkan 
penghematan pajak. 
Penelitian lain dilakukan oleh Pasaribu (2004), bahwa perusahaan telah 
berupaya mengimplementasikan tax planning untuk meminimalkan beban pajaknya 
yang harus dibayarkan perusahaan namun masih terdapat cara penerapan pajak 
yang belum efisien dan efektif. Penerapan pajak perusahaan telah didukung oleh 
sistem administrasi yang tertib, rapi, dan teratur sehingga dapat berjalan lancar 
sesuai dengan rencana untuk menghasilkan penghematan pajak. Selain itu, 
penerapan tax planning juga bertujuan untuk mengelola kewajiban perpajakan 
secara lengkap, benar, dan tepat waktu. 
Hasil penelitian Windriarti (2012), diketahui bahwa dalam menerapkan 
strategi pelaksanaan pajak, perusahaan memiliki beberapa kebijakan akuntansi 
yang dijadikan acuan. Selain itu, perusahaan juga melakukan beberapa langkah 
seperti, memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan melalui pemaksimalan 
penghasilan bunga, memaksimalkan biaya fiskal, dan meminimalkan biaya yang 
tidak diperkenankan sebagai pengurang. Kemudian perusahaan juga lebih memilih 
menggunakan metode penyusutan garis lurus (straight line). Analisis yang dilakukan 
terhadap penerapan perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dengan 
Undang-Undang Perpajakan yang berlaku ternyata perusahaan tidak melakukan 
pelanggaran dan masih mengikuti semua peraturan yang berlaku. 
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Referensi penelitian di atas memiliki beberapa perbedaan dan persamaan 
dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di tempat yang berbeda yaitu di Kota 
Parepare. Persamaan yang mendasar dari keempat penelitian terdahulu di atas 
adalah bahwa penelitian ini menganalisis tentang implementasi dan penerapan Tax 
Planning PPh 21 pada perusahaan dengan tidak melanggar Undang-undang 























3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, 
masalah yang diteliti ialah target dan realisasi serta implementasi tax planning 
PPh 21 dalam upaya meningkatkan efisiensi perusahaan. Untuk itu, penelitian ini 
dapat menggambarkan serta menganalisis hasil dari penelitian yang telah 
dilakukan terhadap pelaksanaan perencanaan pajak PPh 21 atas karyawan PT 
Pelni Cabang Parepare. Metode ini juga dapat dikatakan sebagai suatu 
penelitian yang menjelaskan keadaan yang sesuai tentang objek yang diteliti 
menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. 
 
3.2 Tempat dan Waktu 
Penelitian ini dilakukan di Kantor PT Pelni Cabang Parepare, beralamat di 
Jalan Lasiming No. 44 Parepare. Dari hasil penelitian, diperoleh data-data yang 
dapat melengkapi penelitian ini sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai. 
Penelitian ini sendiri berlangsung kurang lebih tujuh bulan yaitu dari bulan 
Desember 2012 s/d Juli 2013. 
 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
3.3.1 Jenis Data 







a. Data Kuantitatif 
Data Kuantitatif adalah data yang dikumpulkan peneliti berupa 
data berbentuk angka-angka antara lain seperti target dan realisasi pajak-
pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. 
b. Data Kualitatif  
Data Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa dokumen 
sistem dan prosedur perpajakan, struktur organisasi dan pembagian 
tugas, serta gambaran umum Perusahaan. 
 
3.3.1 Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut. 
a. Data primer 
Data Primer, merupakan data yang diperoleh dengan cara 
melakukan wawancara langsung pada pimpinan serta sejumlah karyawan 
yang terlibat langsung dalam administrasi perpajakan. 
b. Data sekunder 
Data Sekunder yaitu berupa data penunjang dalam rangka 
penyelesaian laporan hasil penelitian antara lain seperti peraturan-
peraturan perpajakan, laporan keuangan perusahaan, laporan SPT Pajak 
Penghasilan pasal 21, daftar gaji, target dan realisasi pajak perusahaan 
tahun 2012, dan lain-lain. 
3.4 Definisi Operasional 
Perencanaan pajak merupakan suatu usaha atau cara-cara legal yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak dalam merekayasa beban pajak agar menjadi 
serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada dan biasanya 
dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-







pajak dapat melakukan perhitungan terhadap pelaporan keuangan (pembukuan) 
perusahaan untuk menentukan PKP, yang terlebih dulu membuat koreksi fiskal 
terhadap biaya-biaya yang terdapat dalam laporan laba rugi dalam rangka 
memeroleh laba fiskal atau PKP (laporan keuangan fiskal), sehingga dapat 
mencapai penghematan pajak terutang. 
a. Pajak Penghasilan Pasal 21 
Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, 
upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam 
bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan 
kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi (Resmi, 2007:143) 
b. Perencanaan Pajak (Tax Planning) 
Perencanaan pajak yaitu suatu usaha atau cara-cara yang legal yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak dalam merekayasa agar beban pajak menjadi 
serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada dan biasanya 
dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-
Undang Perpajakan (Suandy, 2006:7). 
 
 
c. Tax Planning PPh Pasal 21 
Perencanaan pajak mengacu pada suatu proses legal untuk merekayasa 
usaha dan transaksi Wajib Pajak agar hutang pajak pada jumlah yang 
minimal. Pajak penghasilan pasal 21 sendiri adalah pajak penghasilan yang 
dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak. Tax planning PPh pasal 21 adalah suatu usaha atau cara-
cara yang legal dalam merekayasa PPh pasal 21 yang dikenakan atas 
penghasilan berupa gaji, upah dan honorarium, tunjangan dan pembayaran 







atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak agar beban pajak menjadi 
serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada dan biasanya 
dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-
Undang Perpajakan. 
d. Metode Gross-Up 
Metode gross-up dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak yang 
jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari 
karyawan. Pada metode ini, tunjangan pajak akan dibayar oleh perusahaan. 
Bagi perusahaan, tunjangan pajak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 
dan hal ini sesuai dengan Undang-undang PPh pasal 6 ayat (1). 
e. Metode Reimbursement atau Lump-Sum 
Prosedur reimbursement adalah pembayaran yang disertai dengan kewajiban 
untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan meminta bukti 
pengeluaran. Apabila terdapat kelebihan harus dikembalikan ke perusahaan 
dan bila kekurangan dapat meminta kembali ke perusahaan. Lump-Sum 
sendiri adalah perusahaan memberikan uang saku, transport, akomodasi 
atau biaya lainnya tanpa diminta bukti atas penggunaannya (Puspitasari, 
2007). 
f. Metode Tunjangan atau Fasilitas 
Perusahaan dapat memberikan tunjangan makan, tunjangan kesehatan 
maupun fasilitas pengobatan kepada para pegawainya. Memberikan 
tunjangan tersebut akan mengakibatkan bertambahnya jumlah PPh pasal 21. 
Oleh perusahaan, tunjangan yang diberikan kepada pegawainya akan 
dijadikan sebagai biaya (Puspitasari, 2007). 
g. Penghematan Pajak (Tax Saving) 
Penghematan pajak atau tax saving, yaitu suatu cara yang dilakukan oleh 







untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, 
pajak penjualannya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau 
pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil 
dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar (Zain, 2007:50). 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Banyak teknik yang dapat dipergunakan untuk mengumpulkan dan 
mendapatkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian 
ini, peneliti membaginya ke dalam 2 bentuk metode penelitian, yaitu sebagai 
berikut. 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan 
dengan secara langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui keadaan 
yang sesungguhnya dari obyek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun 
penelitian lapangan yang dipergunakan adalah sebagai berikut. 
a. Observasi 
Teknik observasi ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan 
secara langsung ke lokasi penelitian. Teknik ini dilakukan terutama 
untuk mendapatkan data-data primer. 
b. Wawancara 
Teknik wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan data 
dari responden dengan jalan melakukan tanya jawab baik secara 










c. Teknik angket/questioner 
Teknik angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan mengadakan komunikasi secara tertulis dengan 
responden, dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan baik yang sifatnya 
terbuka maupun pertanyaan tertutup. Teknik angket ini dipergunakan 
untuk memeroleh data primer maupun data sekunder yang berkaitan 
dengan masalah penelitian. Data primer yang dimaksud adalah data 
yang didapatkan peneliti langsung dari lokasi penelitian. 
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang 
dilakukan dengan jalan membuka, membaca,  dan mengumpulkan 
berbagai  literatur yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik 
Penelitian kepustakaan yang dipergunakan adalah teknik dokumentasi. 
Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan jalan mengkaji berbagai literatur yang relevan serta terkait 
dengan permasalahan penelitian, melalui analisis terhadap berbagai 
dokumen atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. 
Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk pengumpulan data sekunder 
yang telah tersedia di kantor serta dari berbagai dokumen lainnya. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data kualitatif. Analisis 
data kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis dengan 
logika, induksi, deduksi, analogi, komparasi, dan sejenisnya. Analisis data 
merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisasikan data, memilah-milahnya dalam satuan yang dapat dikelola, 







penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan 
kepada orang lain.  
Dalam penghitungan PPh pasal 21, ada beberapa metode yang dapat 
dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut. 
1. Gross-Up 
Metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan 
pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong 
dari karyawan. 
2. Reimbursement atau Lump Sum 
Reimbursement adalah pembayaran yang dilakukan karyawan, kemudian 
karyawan berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan penggunaan 
dana tersebut dengan memberikan bukti pengeluaran kepada 
perusahaan. Sedangkan Lump sum tidak jauh beda dengan 
reimbursement, tetapi ada perbedaannya yaitu lump sum dalam 
pemakaian dana perusahaan tidak diperlukan bukti pemakaian dana. 
3. Fasilitas atau Tunjangan 
Perusahaan dapat memberikan beberapa tunjangan pada karyawannya, 
misalnya tunjangan makan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan 
transportasi. Untuk tunjangan makan misalnya, agar jumlah hutang pajak 
yang dibayar kecil, maka tunjangan makan dapat diganti perusahaan 
memberikan fasilitas makan bersama. Dengan demikian, nilai hutang 
pajak akan berkurang. 
4. Tax Saving 
Penghitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan salah satu metode, 
secara langsung akan terjadinya tax saving. Tax saving ini terjadi karena 
jumlah pajak yang dibayarkan berkurang, sehingga dana yang tersisa 










4.1 Kerangka Dasar Implementasi Tax Planning PT Pelni Cabang Parepare 
Implementasi Tax Planning di PT. Pelni Cabang Parepare, dimulai dari 
upaya perusahaan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki. Pada kasus ini 
optimalisasi yang dilakukan adalah optimalisasi sumber daya keuangan 
khususnya dibidang perpajakan. Pada akhir tahun perusahaan menyusun 
laporan keuangan komersialnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, 
kemudian dibandingkan dengan Laporan Keuangan Fiskal yang sesuai dengan 
ketentuan Undang-undang Perpajakan. 
Hasil perbandingan kedua laporan tersebut mengakibatkan perbedaan 
yang menyebabkan koreksi fiskal. Setelah terjadi koreksi fiskal, maka dibuat 
rekonsiliasi laporan Keuangan Komersial dengan laporan Keuangan Fiskal dari 
wajib pajak dan akhirnya menghasilkan Penghasilan Kena pajak  (taxable 
income) yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan terutang 
(PPh) perusahaan. 
Dalam upaya memanfaatkan sumber daya keuangan perusahaan secara 
efektif dan efisien khususnya di bidang perpajakan, perusahaan memerlukan 
manajemen perpajakan yang baik dan benar. Oleh karena itu, implementasi tax 
planning pada PT Pelni Cabang Parepare sangat perlu agar efisiensi perusahaan 
dapat lebih ditingkatkan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan 
yang berkembang dapat dilihat dari segi perpajakan menunjukkan optimalisasi 
penerimaan pajak yang sangat baik. Untuk lebih jelasnya kerangka dasar 























Gambar  4.1 
Kerangka Dasar Implementasi Tax Planning 
Proses Implementasi Tax Planning 



































4.2 Motivasi Tax Planning 
Secara umum manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning 
adalah untuk mengoptimalkan laba setelah pajak (after tax return). Hasil tersebut 
dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan atas tindakan operasi 
perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat 
dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang dibuat 
oleh pemerintah. Motivasi utama dari implementasi tax planning diantaranya 
adalah adanya perbedaan dasar pengenaan pajak dan celah-celah perpajakan.  
Implementasi tax planning pada PT Pelni Cabang Parepare merupakan 
salah satu bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan dalam upaya 
meningkatkan efisiensi perusahaan. Sejalan dengan dinamika era globalisasi 
yang diwarnai dengan persaingan, sangat rasional untuk mengelola kewajiban 
perpajakan sebaik mungkin sehingga dapat dihindari pemborosan sumber daya 
dalam bentuk sanksi perpajakan. Penghindaran pemborosan tersebut 
merupakan optimalisasi sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif 
dan efisien, sehingga minimalisasi pemborosan tersebut dapat meningkatkan 
kinerja perusahaan, yaitu bekerja secara benar (doing things right) dan 
mengerjakan yang seharusnya (doing the right things) tanpa melupakan kerja 
keras yang dibarengi kerja secara cermat. 
 
4.3 Profil Responden 
4.3.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jumlah Karyawan PT Pelni Cabang Parepare adalah sebanyak 26 orang 
termasuk Pegawai Harian Lepas (PHL) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 23 
orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Adapun karakteristik responden dalam 





Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin pada PT 
Pelni Cabang Parepare Tahun 2013 








Jumlah 26 100  
Sumber : Hasil Pengolahan Data 
Berdasarkan Tabel 4.1 di atas tampak bahwa responden dalam penelitian 
ini di dominasi oleh laki-laki. Hal ini wajar karena dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi membutuhkan karyawan laki-laki yang lebih rasional dalam pengambilan 
keputusan dibandingkan dengan karyawan perempuan. 
4.3.2 Responden Berdasarkan Usia 
Umur seseorang sebagai tenaga kerja secara langsung maupun tidak 
langsung sangat memengaruhi berbagai kegiatan yang dilakukan, termasuk 
dalam hal penyelesaian tugas-tugas kantor. Tenaga kerja yang memiliki usia 
produktif tentu memiliki kondisi fisik yang lebih baik sehingga sangat membantu 
keberhasilan pekerjaannya. Usia Karyawan PT Pelni Cabang Parepare memiliki 
usia yang bervariasi antara 30 tahun sampai dengan 50 tahun. Adapun 
karakteristik responden berdasarkan usia disajikan dalam Tabel 4.2 sebagai 
berikut. 
Tabel 4.2 Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur pada PT Pelni 
Cabang Parepare Tahun 2013 
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Jumlah 26 100  





Data Tabel 4.2 menunjukkan bahwa karyawan PT Pelni Cabang Parepare 
secara umum, merupakan tenaga kerja yang potensial dengan kondisi fisik yang  
optimal serta produktif dalam mendukung operasional perusahaan. Hal ini dapat 
dilihat dari komposisi umur  para karyawan. 
 
4.3.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Tingkat pendidikan seseorang memiliki pengaruh yang cukup besar 
terhadap kemajuan suatu usaha, baik dalam pengambilan keputusan maupun 
dalam menerima berbagai pengetahuan dan teknologi. Tingkat Pendidikan 
Karyawan PT Pelni Cabang Parepare bervariasi dengan tingkat pendidikan 
terendah adalah SMA/SMK dari 26 karyawan yang ada. Adapun karakteristik 
responden berdasarkan pendidikan terakhir disajikan dalam Tabel 4.3 sebagai 
berikut. 
 
Tabel 4.3 Distribusi Responden  Menurut Tingkat Pendidikan pada PT 
Pelni Cabang Parepare Tahun 2013 
















Jumlah 26 100  
Sumber : Hasil Pengolahan Data 
 
Berdasarkan Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dari 
para karyawan secara umum telah memadai sehingga cukup mampu dalam 






4.3.4 Responden Berdasarkan Pengalaman 
Selain memiliki pendidikan yang cukup, pengalaman dalam bekerja 
khususnya pada PT Pelni Cabang Parepare adalah merupakan salah satu faktor 
yang sangat memengaruhi keberhasilan. Karyawan yang telah lama menggeluti 
pekerjaannya mendapatkan banyak pengalaman berharga dalam 
mengembangkan karirnya. Karyawan PT Pelni Cabang Parepare memiliki 
pengalaman kerja yang bervariasi.  
Orang yang berpengalaman dalam bidang pekerjaannya ketika 
menghadapi suatu masalah berusaha untuk melakukan pencegahan secepat 
mungkin agar masalah tersebut dapat terhindarkan dan tidak terulang lagi di 
masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengalaman dalam bekerja sangat 
diperlukan.  Semakin lama mereka memiliki pengalaman kerja semakin mudah 
mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.  
 
Tabel 4.4 Distribusi Responden menurut Pengalaman Bekerja pada PT 
Pelni Cabang Parepare Tahun 2013 
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Jumlah 26 100  
Sumber : Hasil Pengolahan Data 
Dari Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengalaman kerja 
yang dimiliki oleh para responden, dapat diketahui  bahwa mereka telah memiliki 
pengalaman yang cukup dalam menjalankan pekerjaannya serta telah cukup 
mengetahui berbagai cara praktis untuk memperoleh hasil yang maksimal. Untuk 
itu, diharapkan pula masing-masing responden dapat mengetahui fungsi dan 





4.3.5. Responden Berdasarkan Status Perkawinan 
Status perkawinan Karyawan PT Pelni Cabang Parepare bermacam-
macam. Ada yang sudah menikah, belum menikah, dan juga sudah menikah 
tetapi bercerai. Adapun karakteristik responden berdasarkan status perkawinan 
disajikan dalam tabel 4.5 sebagai berikut. 
Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Status Perkawinan pada PT 
Pelni Cabang ParepareTahun 2013 

















Jumlah 26 100  
Sumber : Hasil Pengolahan Data 
Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa berdasarkan status perkawinan 
sebagian besar responden telah menikah dan hanya beberapa orang responden 
yang belum menikah atau duda.  
 
4.3.6 Jumlah Tanggungan Keluarga 
Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan karyawan yang berada di lokasi 
penelitian, maka terlebih dahulu responden dikelompokkan berdasarkan jumlah 
tanggungannya dalam keluarga mereka. Besarnya keluarga seorang karyawan 
dapat memengaruhi dalam hal pengambilan keputusan, melaksanakan tugas-
tugas, dan pekerjaannya di kantor.  
Jumlah tanggungan setiap karyawan yang ada di lokasi penelitian cukup  
bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Jumlah tanggungan dalam keluarga 





Tabel 4.6 Distribusi Responden Menurut Jumlah Tanggungan Keluarga 
pada PT Pelni Cabang Parepare Tahun 2013 
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Jumlah 26 100  
Sumber : Hasil Pengolahan Data 
 
Tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki jumlah 
tanggungan keluarga yang bervariasi. Seperti yang terlihat di tabel 4.6 
menunjukkan Karyawan PT Pelni Cabang Parepare pada umumnya telah 
memiliki tanggungan keluarga yang harus mereka nafkahi. 
 
4.3.7. Respoden Berdasarkan Besarnya Gaji Pokok 
Selain jumlah tanggungan keluarga yang dapat memengaruhi tingkat 
kesejahteraan karyawan. Tak kalah pentingnya adalah besarnya gaji mereka 
sebagai pendapatan yang dapat dibelanjakan. Berdasarkan gaji pokoknya, 
secara sepintas responden tergolong sebagai penghasilan rendah, akan tetapi 
pada PT Pelni Cabang Parepare, Gaji pokok tersebut adalah bagian kecil dari 
pendapatan yang diterima karyawan setiap bulannya karena honor dan bonus 
yang mereka dapatkan setiap bulannya lebih besar dari gaji pokoknya. 
Berdasarkan gaji pokoknya, responden dapat dikelompokkan ke dalam 






Tabel 4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Gaji Pokok pada PT Pelni 




















Jumlah 26 100  
Sumber : Hasil Pengolahan Data 
 
4.4 Kebijakan Perpajakan Perusahaan dan Implementasi Tax Planning   
Laporan keuangan yang disusun oleh PT Pelni Cabang Parepare, 
merupakan gambaran dari proses usaha, baik mengenai perkembangan dan 
kemajuan maupun hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat beroperasinya 
perusahaan. Laporan tersebut berupa Neraca, Laba Rugi, serta rincian 
penjelasan lainnya. Data dan laporan tersebut telah digunakan direksi sebagai 
bahan pertimbangan dan evaluasi dalam mengambil langkah-langkah yang 
mengarah pada perkembangan dan kemajuan usaha. 
Adapun data dan laporan yang berhubungan dengan pembahasan 
penelitian ini adalah daftar perincian gaji karyawan PT Pelni Cabang Parepare 
Tahun buku 2012, yang terdiri dari tunjangan dan biaya. Hasil pengumpulan data 
di PT Pelni Cabang Parepare, menunjukkan terdapat beberapa kebijakan yang 







1. PT Pelni Cabang Parepare mempunyai 6 sumber pendapatan seluruhnya 
berada dalam lingkup wilayah kerja PT Pelni Cabang Parepare; 
2. PT Pelni Cabang Parepare tetap menyelenggarakan pembukuan namun 
hanya bersifat laporan kepada kantor pusat. Kantor pusat bertugas untuk 
membuat laporan konsolidasi, karena PPh badan ditanggung oleh kantor 
pusat, sementara kantor cabang hanya bertugas untuk mengurus 
administrasi kepegawaian, penggajian, dan pengurusan administrasi 
Pajak Penghasilan Pasal 21; 
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan dan 
diberikan dalam bentuk uang dan dimasukkan dalam daftar gaji 
karyawan; 
4. Perhitungan Pajak Penghasilan menggunakan Laporan Keuangan per 
tahun takwim; 
5. PT Pelni Cabang Parepare memiliki 16 orang pegawai tetap dan 7 orang 
karyawan harian, dengan daftar Perincian Gaji sebagai berikut. 
a) Gaji pokok 
b) Tunjangan Istri 
c) Tunjangan Anak 
d) Tunjangan Penyesuaian 
e) Tunjangan Prestasi 
f) Tunjangan Komunikasi 
g) Tunjangan Asuransi 
h) Tunjangan Hari Raya 
i) Tunjangan Pajak 
j) Bonus 
k) Biaya Jabatan 





m) Iuran Pensiun 
n) Perusahaan memberikan hadiah akhir tahun/THR 
6. Pembayaran PPh 21 yang tertuang dalam daftar gaji, ditanggung oleh 
perusahaan. Dengan demikian gaji yang diterima oleh pegawai tidak 
dikurangi dengan PPh 21 karena perusahaan yang menanggung PPh 
pasal 21. 
 
4.5 Analisis dan Evaluasi Tax Planning 
Setelah mengimplementasikan tax planning, tax planer harus melakukan 
analisis dan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu tax 
planning terhadap beban pajak dan tingkat efisiensi perusahaan atas berbagai 
alternatif perencanaan. Analisis dan evaluasi yang dilakukan dapat diihat dari 
implementasi tax planning pada PT Pelni Cabang Parepare terdiri dari: 
1. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal 
2. Memberikan tunjangan tidak dalam bentuk natura 
3. Pemberian tunjangan pajak pada karyawan 
4.5.1 Memaksimalkan Biaya-biaya Fiskal 
Seringkali dalam praktik karyawan diberikan biaya transport, akomodasi, 
dan uang saku. Biaya tersebut sama perlakuannya dengan biaya perjalanan 
dinas. Tapi ketika pendidikan/pelatihan dilakukan secara inhouse maka honor 
instruktur merupakan objek PPh 21/23, jika terbuka untuk umum perlakuannya 
berbeda. Jika inhouse maka honor instruktur merupakan objek PPh 21/23, jika 
terbuka untuk umum bukan objek PPh 21/23. Dengan pendidikan/pelatihan bagi 
karyawan, selain memeroleh manfaat pada tahun berjalan berupa penurunan 
hutang pajak, PT Pelni Cabang Parepare juga memeroleh manfaat peningkatan 





Salah satu pengeluaran yang dilakukan PT Pelni Cabang Parepare yang 
diperkenankan Undang-undang Perpajakan, seperti yang tercantum dalam pasal 
6 ayat 1 huruf f, adalah melakukan pendidikan atau pelatihan karyawan melalui 
pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Melalui pendidikan dan 
pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan rencana yang sudah 
dirancang sebelumnya, maka PT Pelni Cabang Parepare memeroleh dua 
keuntungan sekaligus, yaitu penurunan hutang pajak pada tahun tersebut dan 
peningkatan keahlian dan mutu karyawan di masa mendatang. 
Berdasarkan kebijakan ini, dapat di peroleh informasi mengenai 
penghematan dan efisiensi pajak yang diperoleh PT Pelni Cabang Parepare bila 
melakukan pengeluaran yang diperkenankan Undang-undang perpajakan. 
Apabila perusahaan tidak melakukan pengeluaran yang diperkenankan undang-
undang perpajakan, maka pajak yang harus ditanggung perusahaan menjadi 
besar tetapi dengan mengeluarkan dana sebesar untuk dana pendidikan dan 
pengembangan sumber daya manusia maka pajak yang ditanggung perusahaan 
menjadi berkurang. Dengan demikian, perusahaan memeroleh efisiensi, 
penghematan pajak dan meningkatnya mutu sumber daya perusahaan. 
 
4.5.2 Tunjangan tidak Dalam Bentuk Natura 
Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan 
beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan dan minum 
bersama bagi karyawan. Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan 
merupakan Objek Pajak PPh pasal 21 karena makan bersama merupakan 
pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian, dari sisi karyawan pemberian 
makan ini tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang. Di sisi perusahaan 
berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No. 36 Tahun 2008, penggantian 





bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali 
penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Artinya pemberian 
makan dan minum bersama walaupun bentuknya natura, dapat dibiayakan oleh 
perusahaan (deductible expenses). Dengan demikian, di sisi perusahaan akan 
mengurangi PPh Badan yang terutang. 
Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam hal pembiayaan pemberian 
makan bersama dengan pemberian tunjangan makan berupa uang kehadiran, 
maka lebih menguntungkan karyawan dan perusahaan apabila memilih 
kebijakan pemberian makan bersama karena dengan memberikan makan 
bersama bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, sedangkan apabila 
diberikan berupa tunjangan makan, maka tunjangan makan tersebut menjadi 
Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan. Di PT Pelni Cabang Parepare sendiri 
tunjangan makan diberikan dalam bentuk makan bersama. Jadi untuk satu tahun 
perusahaan mengeluarkan tunjangan makan dan minum bersama  dalam bentuk 
uang. Dengan demikian, perusahaan mengalihkan tunjangan makan tersebut 
menjadi natura (berupa uang makan dan minum bersama di kantor). 
Pada saat perusahaan memberikan tunjangan bahan pangan kepada 
karyawan dalam bentuk natura, total hutang pajak yang harus dibayar menurut 
perusahaan terhitung masih tinggi. Ternyata menurut perhitungan fiskal, 
pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk tunjangan peningkatan kinerja 
karyawan dalam bentuk natura tidak diperkenankan untuk dikurangkan dari 
pendapatan usaha perusahaan sehingga akan dikoreksi. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan dalam pasal 9 ayat 1 huruf e bahwa pemberian dalam bentuk natura 
bukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 
Penggunaan tax planning PT Pelni Cabang Parepare dapat mengatur 
pemberian tunjangan bahan pangan sesuai kesepakatan antara perusahaan 





Maka perusahaan dapat menghemat pajaknya. Selain penghematan dan 
efisiensi dalam hal pengeluaran pajak, perusahaan juga tidak direpotkan oleh 
biaya operasional sedangkan bagi karyawan memungkinkan untuk memilih 
makanan yang lebih hemat dan disukai. 
 
4.5.3 Pemberian Tunjangan Pajak pada Karyawan 
Upaya penghematan pajak dapat juga dilakukan perusahaan dengan 
memberikan tunjangan pajak bagi karyawan. Dibandingkan dengan tindakan 
pemotongan PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan atau ditanggung oleh 
pemberi kerja, maka upaya perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak 
kepada karyawan akan memperbesar biaya operasional perusahaan dan dengan 
sendirinya akan memperkecil pajak yang terutang. Dengan demikian, tunjangan 
pajak perusahaan semakin kecil dan berpengaruh terhadap pajak yang dibayar 
oleh perusahaan. 
Memberikan tunjangan pajak dalam bentuk uang dan dimasukkan dalam 
daftar gaji, perusahaan dapat menambah gaji karyawan untuk dikurangkan dari 
penghasilan bruto perusahaan. Akibatnya ada selisih besarnya pajak yang dapat 
dihemat. 
Perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah tax 
planning adalah terdapat pada beban opersional. Berdasarkan tabel 
perbandingan perhitungan PPh 21 sebelum dan sesudah Tax Planning. Terlihat 
bahwa beban operasional sebelum tax planning lebih kecil daripada sesudah tax 
planning. Hal ini disebabkan karena sebelum tax planning PPh 21 pegawai tetap 
ditanggung oleh perusahaan sehingga tidak boleh dibiayakan dan diakui sebagai 
biaya operasional. Sedangkan setelah tax planning PPh 21 pegawai tetap 






Sebelum dan setelah tax planning PPh 21 pegawai tetap dibayarkan oleh 
perusahaan, akan tetapi dengan pemberian tunjangan pajak kepada pegawai 
tetap maka kas perusahaan yang keluar semakin besar karena adanya 
tambahan kas yang diperoleh dari PPh 21. Dengan demikian perusahaan akan 
memperoleh tax saving dan efisiensi pengeluaran pajak. Dari keterangan ini, 
maka penerapan tax planning atas PPh 21 pada pegawai tetap PT Pelni Cabang 
Parepare menguntungkan perusahaan karena telah dicapai tax saving atau 
tingkat efisiensi perusahaan.   
Dari semua perhitungan tersebut, dapat diperoleh informasi mengenai 
keuntungan perusahaan apabila memberikan tunjangan Pajak Penghasilan bagi 
seluruh karyawannya yang ditambahkan ke dalam penghasilan karyawan. Maka 
penghematan pajak yang diperoleh akibat dilakukannya perencanaan pajak akan 
menjadi semakin besar jika dikalikan dengan seluruh pegawai atau karyawan 
yang dibayarkan gajinya.  
Setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang menghasilkan 
PPh terutang untuk tahun 2012 secara otomatis membantu menurunkan PPh 21 
terutang perusahaan.  
 
4.5.4 Pengobatan/Kesehatan Karyawan  
Untuk premi yang ditanggung perusahaan, menurut UU PPh No. 36 
Tahun 2008 pada pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran tersebut boleh 
dibebankan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan dan bagi karyawan yang 
bersangkutan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
57/PJ/2009 tentang objek pajak PPh pasal 21, adalah penghasilan berupa Objek 
Pajak. Premi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, menurut Keputusan 





diperbolehkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak PPh pasal 21 dihitung 
sebagai pengurangan penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. 
Perusahaan memberikan fasilitas kepada karyawannya dengan bekerja 
sama dengan pihak rumah sakit tertentu. Dengan demikian karyawan 
memperoleh fasilitas pengobatan yang tidak diterima dalam bentuk tunai. Maka 
menurut keputusan Dirjen Keuangan Nomor KEP – 281/JP/1998 Tentang Objek 
Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikecualikan bagi yang bersangkutan 
penerimaan kenikmatan ini bukan penghasilan. Dengan sendirinya, menurut UU 
PPh No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e, pembayaran kenikmatan 
tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Sebagai alternatif perusahaan 
dapat mengikutkan karyawannya pada asuransi kesehatan, sehingga klaim jika 
sakit dilakukan ke perusahaan asuransi. Biaya asuransi yang dikeluarkan oleh 
perusahaan menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a dapat 
dikurangkan sebagai biaya, dan bagi karyawan menurut keputuran Direktorat 
Jenderal Pajak Nomor: KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan 
pasal 21 pengeluaran ini diperhitungkan sebagai penghasilan. Apabila ternyata 
kemudian ada pembayaran santunan asuransi menurut Keputusan Direktorat 
Jenderal Pajak Nomor: KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan 
pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan ini bukan penghasilan yang dikenakan 
pajak. Dengan demikian, perusahaan yang membayar santunan asuransi tidak 
memotong pajak penghasilan karyawan. 
 
4.5.5 Biaya Perjalanan Dinas  
Biaya Perjalanan Dinas biasanya terdiri dari tiga komponen sebagai 
berikut. 
1. Biaya transportasi adalah pengeluaran untuk membiayai transportasi 





2. Akomodasi adalah pengeluaran untuk membiayai penginapan selama 
perjalanan dinas, dapat diberikan dalam bentuk tunai atau voucher hotel 
yang sudah dibooking di lokasi serta pengeluaran untuk biaya hidup 
selama perjalanan dinas, seperti makan, laundry, dan sebagainya. 
3. Uang saku merupakan insentif atau cadangan dana bagi karyawan 
selama perjalanan dinas.  
Menurut Indonesian Tax Consulting ada dua kebijakan dalam biaya 
perjalanan dinas yaitu diberikan secara lumpsum atau reinbursement. Kedua 
kebijakan tersebut sama-sama deductable-taxable tetapi jumlahnya sangat 
berbeda. Lumpsum semua biaya menjadi taxable, sedangkan reinbursement 
hanya uang saku saja yang taxable. 
 
4.4.6 Biaya Penyusutan dan Perbaikan Kendaraan 
Perusahaan menyediakan kendaraan dinas yang disediakan untuk 
general manager. Biaya perbaikan,pemeliharaan,penyusutan kendaraan dipakai 
oleh manager, tidak dapat dikurangkan seluruhnya sebagai biaya perawatan dan 
penyusutan kendaraan dalam laporan laba rugi perusahaan. Jumlah biaya yang 
dapat dibiayakan hanya 50% karena sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 pasal 3 ayat (2), biaya dibebankan sebagai biaya 
perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan dalam 
tahun pajak yang bersangkutan. Perusahaan dapat membiayakan seluruhnya 
apabila kendaraan kantor tidak diberikan sebagai fasilitas bagi manager, 






Tabel 4.71 Perbandingan Biaya Yang Dikeluarkan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Tax Planning (Pemberian Tunjangan Pajak) PT Pelni Cabang Parepare Tahun Takwim 2012 
 
 
No N a m a Jabatan 
Sebelum Tax Planning Setelah Tax Planning (Pemberian Tunjangan Pajak) 





















1 FIRMAN R General Manager 171,044,373 14,570,800 185,615,173 171,044,373 185,615,173 16,756,450 202,371,623 202,371,623 2,185,650 
2 IWAN S Manager Admin 103,753,035 4,995,700 108,748,735 103,753,035 108,748,735 5,745,100 114,493,835 114,493,835 749,400 
3 DAMLI Manager Usaha 102,837,039 5,024,050 107,861,089 102,837,039 107,861,089 5,777,650 113,638,739 113,638,739 753,600 
4 TEDDY S Asman Keuangan 66,314,039 1,646,300 67,960,339 66,314,039 67,960,339 1,728,600 69,688,939 69,688,939 82,300 
5 IBA PUTRA K Asman Pemasaran 70,264,692 1,858,200 72,122,892 70,264,692 72,122,892 1,951,100 74,073,992 74,073,992 92,900 
6 LA SAKKA Asman Pel Jasa 77,001,036 2,216,050 79,217,086 77,001,036 79,217,086 2,326,850 81,543,936 81,543,936 110,800 
7 SALIM Junior Staf 63,021,399 1,448,500 64,469,899 63,021,399 64,389,899 1,516,900 65,906,799 65,906,799 68,400 
8 FATMAWATI Junior Staf 55,363,289 1,399,400 56,762,689 55,363,289 56,762,689 1,463,400 58,226,089 58,226,089 64,000 
9 YOENI YANTI Kasir 42,154,309 767,900 42,922,209 42,154,309 42,922,209 806,300 43,728,509 43,728,509 38,400 
10 TOMMI C Admin Officer 39,634,125 348,600 39,982,725 39,634,125 39,982,725 366,000 40,348,725 40,348,725 18,000 
11 LISTONO Clerk 32,604,083 - 32,604,083 32,604,083 32,604,083 - 32,604,083 32,604,083 - 
12 MUSTARI Clerk 22,124,780 - 22,124,780 22,124,780 22,124,780 - 22,124,780 22,124,780 - 
13 M. RIDWAN Clerk 21,302,549 - 21,302,549 21,302,549 21,338,549 - 21,338,549 21,338,549 - 
14 ERASMSUS E Manager Admin 26,631,373 - 26,631,373 26,631,373 26,631,373 - 26,631,373 26,631,373 - 
15 CHASJIARRAHMAN Asman Pemasaran 33,012,579 138,600 33,151,179 33,012,579 33,151,179 145,550 33,296,729 33,296,729 6,950 
16 RUDI FIRMAN Asman Keuangan 67,968,514 1,689,000 69,657,514 67,968,514 69,657,514, 1,773,450 71,430,964 71,430,964 84,450 
   









Penerapan tax planning yang dilakukan oleh PT Pelni Cabang Parepare 
untuk meningkatkan efisiensi perusahaan menghasilkan beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. PT Pelni Cabang Parepare secara formal belum melakukan tax planning, 
sehingga peneliti mencoba menerapkan tax planning PPh pasal 21 pada 
PT Pelni Cabang Parepare dengan melihat beberapa komponen gaji. 
2. Dalam menerapkan strategi pelaksanaan pajak, perusahaan memiliki 
beberapa kebijakan-kebijakan akuntansi yang dijadikan acuan. Selain itu, 
perusahaan juga melakukan beberapa langkah seperti, memaksimalkan 
penghasilan yang dikecualikan melalui pemaksimalan biaya-biaya fiskal, 
dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. 
Kemudian perusahaan juga memberikan tunjangan tidak dalam bentuk 
natura serta pemberian tunjangan pajak kepada karyawan. 
3. Penerapan tax planning atas PPh pasal 21 tidak menyalahi peraturan 
hukum dan undang-undang perpajakan. Jika diterapkan dapat 
menguntungkan karyawan tetap karena jumlah pajak terutang yang harus 
dibayar oleh pegawai ditanggung oleh perusahaan dengan memberikan 
tunjangan pajak. 
4. Pemberian tunjangan pajak merupakan upaya penghematan pajak dapat 
juga dilakukan perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak bagi 
karyawan. Dibandingkan dengan tindakan pemotongan PPh pasal 21 






upaya perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak kepada 
karyawan akan memperbesar biaya operasional perusahaan dan dengan 
sendirinya memperkecil pajak yang terutang. Dengan demikian, 
tunjangan pajak perusahaan semakin kecil dan berpengaruh terhadap 
pajak yang dibayar oleh perusahaan. 
5. Pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura, Undang-undang Pajak 
Penghasilan menyebutkan bahwa pemberian dalam bentuk natura bukan 
sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan 
demikian, penghasilan kena pajak menjadi lebih besar. Namun dalam 
perencanaan pajak, perusahaan dapat mengatur pemberian tunjangan 
dalam bentuk natura dialihkan menjadi dalam bentuk uang. 
6. Dalam menerapkan tax planning harus diperhatikan segi pajak dan segi 
akuntansinya. Dari segi pajak, tax planning dikatakan berhasil jika pajak 
penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil setelah diterapkannya 
tax planning tersebut, dan dari segi akuntansi laba setelah pajaknya tidak 
menjadi lebih kecil.  
 
5.2 Saran  
Beberapa saran yang dapat diterapkan perusahaan dalam pelaksanaan 
tax planning, diantaranya adalah sebagai berikut. 
1. Sebaiknya perusahaan dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang 
dengan memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam 
perhitungan pajak penghasilan perusahaan dapat menghemat pajak atas 
tunjangan pajak penghasilan yang diberikan kepada karyawan, dengan 
pemberian tunjangan pajak dari pihak karyawan akan lebih diuntungkan 






2. Selain tunjangan pajak, dalam pelaksanaan tax planning perusahaan 
dapat memberikan tunjangan kesehatan dengan menggantinya dengan 
reimbursement atau lumpsum dan tunjangan makan diganti dengan 
makan bersama.  
3. Perlunya meningkatkan pengetahuan perpajakan pada karyawan yang 
menangani masalah perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan 
kewajiban perpajakan dapat berjalan sesuai dengan peraturan 
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Lampiran 1a: Perhitungan Perbulan Pajak Penghasilan Pasal 21 








































     
10,876,351 
     
11,620,017 
Pengurangan: 
    
      
 
Biaya Jabatan 
    
 
5% X 11,620,017 = 581,000 
 






     
712,683 
  
Penghasilan Neto Sebulan 10,907,334 
      
 
Penghasilan Neto Setahun: 
   
 






   





      
 
PPh Pasal 21 terutang : 
   
 
5% X 
   
50,000,000 = 2,500,000 
 
 
15% X 48,488,000 = 7,273,000 
 
  
98,488,000 = 9,773,200 
 
      
      
 
PPh Pasal 21 Sebulan: 
    








Lampiran 1b: Perhitungan Perbulan PPh Pasal 21 Karyawan (Manager 





































     
4,843,975 
     
5,403,475 
Pengurangan: 
    
      
 
Biaya Jabatan 
    
 
5% X 5,403,475 = 270,173 
 






     
356,836 
  
Penghasilan Neto Sebulan 5,046,639 
      
 
Penghasilan Neto Setahun: 
   
 




PTKP (K3) Setahun 







      
 
PPh Pasal 21 terutang : 
   
 
5% X 
   
28,159,000 = 1,407,950 
 
     
     
 
PPh Pasal 21 
Sebulan : 
    
 
 




     










































     
6,207,716 
     
6,870,716 
Pengurangan: 
    
      
 
Biaya Jabatan 
    
 
5% X 6,870,716 = 343,535 
 






     
428,486 
  
Penghasilan Neto Sebulan 6,442,230 
      
 
Penghasilan Neto Setahun: 
   
 




PTKP (K2) Setahun 
   





      
 
PPh Pasal 21 terutang : 




   
46,931,000 = 2,346,550 
 
 
PPh Pasal 21 
Sebulan: 
    
 









Lampiran 1d: Perhitungan Perbulan Pajak Penghasilan  Pasal 21 





































     
870,424 
     
997,257 
Pengurangan: 
    
      
 
Biaya Jabatan 
    
 
5% X 997,257 = 49,862 
 






     
73,444 
  
Penghasilan Neto Sebulan 923,813 
      
 
Penghasilan Neto Setahun: 
   
 






























Lampiran 1e: Perhitungan Perbulan Pajak Penghasilan Pasal 21 
Karyawan (Asman Pemasaran) PT Pelni Cabang 
Parepare 
Gaji Sebulan 


































     
2,427,051 
     
2,795,717 
Pengurangan: 
    
      
 
Biaya Jabatan 
    
 
5% X 2,795,717 = 139,785 
 






     
203,412 
  
Penghasilan Neto Sebulan 2,592,305 
      
 
Penghasilan Neto Setahun: 
   
 






   





      
 
PPh Pasal 21 terutang : 
   
 
5% X    732,000 = 36,600 
 
 
PPh Pasal 21 Sebulan: 
   
 








Lampiran 1f: Perhitungan Perbulan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan 





































     
4,454,430 
     
5,137,430 
Pengurangan: 
    
      
 
Biaya Jabatan 
    
 
5% X 5,137,430 = 256,871 
 






     
320,837 
  
Penghasilan Neto Sebulan 4,816,593 
      
 
Penghasilan Neto Setahun: 
   
 




PTKP (K1) Setahun 







      
 
PPh Pasal 21 terutang : 




   
29,449,000 = 1,472,450 
 
 
PPh Pasal 21 
Sebulan: 
    
 









Lampiran 1g: Perhitungan Perbulan Pajak Penghasilan Pasal 21 
Karyawan (Junior Staff) PT Pelni Cabang Parepare 
 
Gaji Sebulan 
































     
3,501,915 
     
4,252,498 
Pengurangan: 
    
      
 
Biaya Jabatan 
    
 
5% X 4,252,498 = 212,624 
 






     
262,588 
  
Penghasilan Neto Sebulan 3,989,910 
      
 
Penghasilan Neto Setahun: 
   
 




PTKP (K1) Setahun 
   





      
 
PPh Pasal 21 terutang : 




   
19,528,000 = 976,400 
 
 
PPh Pasal 21 
Sebulan: 
    
      
 










Lampiran 1h: Perhitungan Perbulan Pajak Penghasilan  Pasal 21 







































     
3,025,249 
     
3,682,249 
Pengurangan: 
    
      
 
Biaya Jabatan 
    
 
5% X 3,682,249 = 184,112 
 






     
230,679 
  
Penghasilan Neto Sebulan 3,451,570 
      
 
Penghasilan Neto Setahun: 
   
 




PTKP (TK) Setahun 







      
 
PPh Pasal 21 terutang : 




   
17,118,000 = 855,900 
 
      
 
PPh Pasal 21 
Sebulan: 
    
      
 









Lampiran 1i: Perhitungan Perbulan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan 






































     
2,196,434 
     
2,804,434 
Pengurangan: 
    
      
 
Biaya Jabatan 
    
 
5% X 2,804,434 = 140,221 
 






     
616,421 
  
Penghasilan Neto Sebulan 2,188,013 
      
 
Penghasilan Neto Setahun: 
   
 






   





      
 
PPh Pasal 21 terutang : 
   
 
5% X 
   
,956,000 = 97,800 
 
 
PPh Pasal 21 Sebulan: 
   
 








Lampiran 1j: Perhitungan Perbulan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan 








































     
2,250,395 
     
2,690,395 
Pengurangan: 
    
      
 
Biaya Jabatan 
    
 
5% X 2,690,395 = 134,519 
 






     
165,141 
  
Penghasilan Neto Sebulan 2,525,254 
      
 
Penghasilan Neto Setahun: 
   
 




PTKP (K2) Setahun 
   





      
     
 
PPh Pasal 21 Terutang = 
0     





Lampiran 1k: Perhitungan Perbulan Pajak Penghasilan Pasal 21 




































     
1,811,922 
     
2,168,922 
Pengurangan: 
    
      
 
Biaya Jabatan 
    
 
5% X 2,168,922 = 108,446 
 






     
135,850 
  
Penghasilan Neto Sebulan 2,033,072 
      
 
Penghasilan Neto Setahun: 
   
 
 





   




      (-
8,003,136) 
     
 
PPh Pasal 21 Terutang = 
0 
    
  
 





Lampiran 1l: Perhitungan Perbulan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan 






































     
4,843,975 
     
5,403,475 
Pengurangan: 
    
      
 
Biaya Jabatan 
    
 
5% X 5,403,475 = 270,173 
 






     
356,836 
  
Penghasilan Neto Sebulan 5,046,639 
      
 
Penghasilan Neto Setahun: 
   
 


















      
 
PPh Pasal 21 terutang : 
 
  5% X  28,159,000 =    
1,407,950 





      
 
PPh 21 Sebulan 
 
1,407,950 : 12 
 
  117,329 
 





Lampiran 1m: Perhitungan Perbulan Pajak Penghasilan Pasal 21 




































     
1,090,212 
     
1,422,212 
Pengurangan: 
    
      
 
Biaya Jabatan 
    
 
5% X 1,422,212 = 71,110 
 






     
88,910 
  
Penghasilan Neto Sebulan 1,333,302 
      
 
Penghasilan Neto Setahun: 
   
 




























Lampiran 1n: Perhitungan Perbulan Pajak Penghasilan Pasal 21 





































     
1,956,780 
     
2,219,280 
Pengurangan: 
    
      
 
Biaya Jabatan 
    
 
5% X 2,219,280 = 110,964 
 






     
110,964 
  
Penghasilan Neto Sebulan 2,108,316 
      
 
Penghasilan Neto Setahun:
   
 
 




PTKP (K3) Setahun 








      
 
PPh Pasal 21 Sebulan = 0 
   
      





Lampiran 1o: Perhitungan Perbulan Pajak Penghasilan Pasal 21 




































     
2,374,547 
     
2,751,047 
Pengurangan: 
    
      
 
Biaya Jabatan 
    
 
5% X 2,751,047 = 137,552 
 






     
137,552 
  
Penghasilan Neto Sebulan 2,613,495 
      
 
Penghasilan Neto Setahun: 
   
 












      
 
PPh Pasal 21 terutang :




   
3,011,000 = 150,550 
 
 
PPh Pasal 21 
Sebulan: 
    
 
150,550 : 12 
 
          12,545 





Lampiran 1p: Perhitungan Perbulan Pajak Penghasilan  Pasal 21 





































     
4,221,722 
     
4,827,055 
Pengurangan: 
    
      
 
Biaya Jabatan 
    
 
5% X 4,827,055 = 241,352 
 






     
283,201 
  
Penghasilan Neto Sebulan 4,543,854 
      
 
Penghasilan Neto Setahun: 
   
 





   





      
 
PPh Pasal 21 terutang : 










PPh Pasal 21Sebulan: 
    
 
1,207,550 : 12 
 
          100,629 
      





Lampiran 2a: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (General Manager) PT Pelni Cabang Parepare 






































    
130,516,239 
 


































     
40,571,427 




PPh Pasal 21 Terutang : 
     
  5% X 50,000,000 = 2,500,000 
  15% X  80,472,000 = 12,070,800 
  
   
14,570,800 
  
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 14,570,800 
  
      Penghasilan Bruto = 171,044,373 
  PPh Pasal 21 = 14,570,800 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 185,615,173 
  
      Biaya yang diperkenankan 






Lampiran 2b: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (General Manager) PT Pelni Cabang Parepare 











































    
145,087,039 
 


































     
40,571,427 




PPh Pasal 21 Terutang : 
      5% X 50,000,000 = 2,500,000 
  15% X  95,043,000 = 14,256,450 
  
   
16,756,450 
  
      
      Total PPh Pasal 21 Setahun = 16,756,450 
   
Selisih Pajak Terutang dengan 
Tunjangan Pajak 




    = 2,185,650 
     
Penghasilan Bruto = 185,615,173 
  PPh Pasal 21 = 16,756,450 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 202,371,623 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 202,371,623 





Lampiran 3a: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Manager Admin) PT Pelni Cabang Parepare 





































    
58,127,728 
 









































     
37,114,112 




PPh Pasal 21 Terutang : 
      5% X 50,000,000 = 2,500,000 
  15% X  16,638,000 = 2,495,700 
  
   
4,995,700 
  
      
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 4,995,700 
  
      Penghasilan Bruto = 103,753,035 
  PPh Pasal 21 Setahun = 4,995,700 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 108,748,735 
  
      






Lampiran 3b: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Manager Admin) PT Pelni Cabang Parepare 










































    
63,123,428 
 








































     
37,114,112 




PPh Pasal 21 Terutang : 
      5% 
X 50,000,000 = 2,500,000 
  15% 
X  21,634,000 = 3,245,100 
  
   
5,745,100 
  
      
      Total PPh Pasal 21 Setahun = 5,745,100 
   
Selisih Pajak Terutang dengan 
Tunjangan Pajak 
   = 5,745,100 – 4,995,700 
    = 749,400 
     
Penghasilan Bruto = 108,748,735 
  PPh Pasal 21 Setahun = 5,745,100 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 114,493,835 
  







Lampiran 4a: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Manager Usaha) PT Pelni Cabang Parepare 







































    
74,492,611 
 


































     
36,009,276 




PPh Pasal 21 Terutang : 
      5% X 50,000,000 = 2,500,000 







      
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 5,024,050 
  
      Penghasilan Bruto = 102,837,039 
  PPh Pasal 21 = 5,024,050 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 107,861,089 
  
      Biaya yang diperkenankan 







Lampiran 4b: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Manager Usaha) PT Pelni Cabang Parepare 










































    
79,516,661 
 



































     
36,009,276 




PPh Pasal 21 Terutang : 
      5% X 50,000,000 = 2,500,000 







      
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 5,777,650 
   
Selisih Pajak Terutang dengan 
Tunjangan Pajak 
   = 5,777,650 – 5,024,050 
    = 753,600 
     
Penghasilan Bruto  = 107,861,089 
  PPh Pasal 21 Setahun = 5,777,650 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 113,638,739 
  
      Biaya yang diperkenankan Pajak = 113,638,739 





Lampiran 5a: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Asman Keuangan) PT Pelni Cabang Parepare 





































    
10,445,114 
 











Masa Sebelumnya 48,687,173 
 





























     
33,387,654 




PPh Pasal 21 Terutang : 
     
5% X 32,926,000 = 1,646,300 
  
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 1,646,300 
  
      Penghasilan Bruto = 66,314,039 
  PPh Pasal 21 Setahun = 1,646,300 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 67,960,339 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 66,314,039 





Lampiran 5b: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Asman Keuangan) PT Pelni Cabang Parepare 









































    
12,091,414 
 










































     
33,387,654 




PPh Pasal 21 Terutang : 
      
 5% 
X 34,572,000 = 1,728,600 
  
      Total PPh Pasal 21 Setahun = 1,728,600
   
Selisih Pajak Terutang dengan 
Tunjangan Pajak 
   = 1,728,600 - 1,646,300 
    = 82,300 
     
Penghasilan Bruto = 67,960,339 
  PPh Pasal 21 Setahun = 1,728,600 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 69,688,939 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 69,688,939 





Lampiran 6a: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Asman Pemasaran) PT Pelni Cabang Parepare 





































    
29,189,273 
 











Masa Sebelumnya 21,380,713 
 





























     
33,100,063 




PPh Pasal 21 Terutang : 
       
  5% X 37,164,000 = 1,858,200 
  
      
      
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 1,858,200 
   
Penghasilan Bruto = 70,264,692 
  PPh Pasal 21 Setahun = 1,858,200 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 72,122,892 
  






Lampiran 6b: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Asman Pemasaran) PT Pelni Cabang Parepare 
Tahun 2012 Setelah Tax Planning 








































    
31,047,473 
 









































     
33,100,063 




PPh Pasal 21 Terutang : 
     
5% X 39,022,000 = 1,951,100 
  
      
      
      Total PPh Pasal 21 Setahun = 1,951,100 
   
Selisih Pajak Terutang dengan 
Tunjangan Pajak 
   = 1,951,100 – 1,858,200 
    = 92,900 
     
Penghasilan Bruto = 72,122,892 
  PPh Pasal 21 Setahun = 1,951,100 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 74,073,992 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 74,073,992 





Lampiran 7a: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Asman Pel. Jasa) PT Pelni Cabang Parepare 





































    
53,453,180 
 



































     
32,679,640 




PPh Pasal 21 Terutang : 
     
5% X 44,321,000 = 2,216,050 
  
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 2,216,050 
  
      Penghasilan Bruto = 77,001,036 
  PPh Pasal 21 Setahun = 2,216,050 
   
Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 79,217,086 
  
     Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 77,001,036 






Lampiran 7b: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Asman Pel. Jasa) PT Pelni Cabang Parepare 












































    
55,669,230 
 


































     
32,679,640 




PPh Pasal 21 Terutang : 
    5% X 46,537,,000 = 2,326,850 
  
      
      
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 2,326,850 
   
Selisih Pajak Terutang dengan 
Tunjangan Pajak 
   = 2,326,850 – 2,216,050 
    = 110,800 
     
Penghasilan Bruto  = 79,217,086 
  PPh Pasal 21 Setahun = 2,326,850 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 81,543,936 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 81,543,936 





Lampiran 8a: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 









































    
42,023,008 
 



































     
34,051,196 




PPh Pasal 21 Terutang : 
     
5% X 28,970,000 = 1,448,500 
  
      
      
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 1,448,500 
  
      Penghasilan Bruto = 63,021,399 
  PPh Pasal 21 Setahun = 1,448,500 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 64,469,899 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 63,021,399 






Lampiran 8b: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Junior Staff) PT Pelni Cabang Parepare Tahun 










































    
43,471,508 
 


































     
34,051,196 




PPh Pasal 21 Terutang : 
 
     5% X 30,338,000 = 1,516,900 
  
      
      
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 1,516,900 
   
Selisih Pajak Terutang dengan 
Tunjangan Pajak 
   = 1,516,900 – 1,448,500 
    = 68,400 
     
Penghasilan Bruto  = 64,389,899 
  PPh Pasal 21 Setahun = 1,516,900 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 65,906,799 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 65,906,799 





Lampiran 9a: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Junior Staff) PT Pelni Cabang Parepare Tahun 






































    
36,302,998 
 




































     
27,494,365 




PPh Pasal 21 Terutang : 
     
5% X 27,868,000 = 1,399,400 
  
      
      
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 1,399,400 
  
      Penghasilan Bruto = 55,363,289 
  PPh Pasal 21 Setahun = 1,399,400 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 56,762,689 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 55,363,289 









Lampiran 9b: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Junior Staff) PT Pelni Cabang Parepare Tahun 










































    
37,702,398 
 



































     
27,494,365 




PPh Pasal 21 Terutang : 
     
5% X 29,268,000 = 1,463,400 
  
      
      
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 1,463,400 
   
Selisih Pajak Terutang dengan 
Tunjangan Pajak 
   = 1,463,400 – 1,399,400 
    = 64,000 
     
Penghasilan Bruto  = 56,762,689 
  PPh Pasal 21 Setahun = 1,463,400 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 58,226,089 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 58,226,089 





Lampiran 10a: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Kasir) PT Pelni Cabang Parepare Tahun 2012 





































    
26,357,225 
 









































PPh Pasal 21 Terutang : 
       
5% X 15,358,000 = 767,900 
  
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 767,900 
  
      Penghasilan Bruto = 42,154,309 
  PPh Pasal 21 Setahun = 767,900 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 42,922,209 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 42,154,309 







Lampiran 10b: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Kasir) PT Pelni Cabang Parepare Tahun 2012 











































    
27,125,125 
 



































     
26,795,715 




PPh Pasal 21 Terutang : 
       
5% X 16,126,000 = 806,300 
  
      
      
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 806,300 
   
Selisih Pajak Terutang dengan 
Tunjangan Pajak 
   = 806,300 – 767,900 
    = 38,400 
     
Penghasilan Bruto  = 42,922,209 
  PPh Pasal 21 Setahun = 806,300 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 43,728,509 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 43,728,509 





Lampiran 11a: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Admin Officer) PT Pelni Cabang Parepare 







































    
27,004,769 
 


































     
32,661,826 




PPh Pasal 21 Terutang : 
      
5%X 6,972,000 = 348,600 
  
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 348,600 
  
      Penghasilan Bruto = 39,634,125 
  PPh Pasal 21 = 348,600 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 39,982,725 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 39,634,125 






Lampiran 11b: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Admin Officer) PT Pelni Cabang Parepare 










































    
27,353,369 
 


































     
32,661,826 




PPh Pasal 21 Terutang : 
      
5%X 7,320,000 = 366,000 
  
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 366,000 
  Selisih Pajak Terutang dengan 
Tunjangan Pajak 
   = 366,000 – 348,600 
    = 18,000 
    Penghasilan Bruto  = 39,982,725 
  PPh Pasal 21 = 366,000 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 40,348,725 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 40,348,725 





Lampiran 12a: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Clerk) PT Pelni Cabang Parepare Tahun 2012 






































    
21,743,088 
 




































     
34,284,224 





PPh Pasal 21 Terutang  = 0 
       
 
     Total PPh Pasal 21 Setahun  = 0
  
      Penghasilan Bruto = 32,604,083 
  PPh Pasal 21 Setahun = 0 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 32,604,083 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 32,604,083 







Lampiran 12b: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Clerk) PT Pelni Cabang Parepare Tahun 2012 









































    
21,743,088 
 



































     
34,284,224 





PPh Pasal 21 Terutang = 0 
      
  
     
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 0 
   
Selisih Pajak Terutang dengan 
Tunjangan Pajak = 0 
    
Penghasilan Bruto  = 32,604,083 
  PPh Pasal 21 Setahun = 0 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 32,604,083 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 32,604,083 







Lampiran 13a: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Clerk) PT Pelni Cabang Parepare Tahun 2012 





































    
13,133,780 
 


































     
33,734,839 





PPh Pasal 21 Terutang = 0 
    
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 0 
  
      Penghasilan Bruto = 22,124,780 
  PPh Pasal 21 = 0 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 22,124,780 
   
Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 22,124,780 






Lampiran 13b: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Clerk) PT Pelni Cabang Parepare Tahun 2012 









































    
13,133,780 
 



































     
33,734,839 





PPh Pasal 21 Terutang = 0 
    
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 0 
   
Selisih Pajak Terutang dengan 
Tunjangan Pajak = 0 
   
      
Penghasilan Bruto  = 22,124,780 
  PPh Pasal 21 = 0 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 22,124,780 
  
      Biaya yang diperkenankan 






Lampiran 14a: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Clerk) PT Pelni Cabang Parepare Tahun 2012 






































    
13,082,549 
 




































     
33,666,127 




PPh Pasal 21 Terutang  = 
0 
 
                                         
  
      Total PPh Pasal 21 
Setahun  = 0 
  
      Penghasilan Bruto = 21,302,549 
  PPh Pasal 21 Setahun = 0 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 21,302,549 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 21,302,549 





Lampiran 14b: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Clerk) PT Pelni Cabang Parepare Tahun 2012 










































    
13,082,549 
 



































     
31,641,127 




PPh Pasal 21 Terutang = 0 
 
                                                                                     
  Total PPh Pasal 21 
Setahun  = 0 
   
Selisih Pajak Terutang dengan 
Tunjangan Pajak = 0 
    
Penghasilan Bruto  = 21,338,549 
  PPh Pasal 21 Setahun = 0 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 21,338,549 
  
      Biaya yang diperkenankan 






Lampiran 15a: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Manager Admin) PT Pelni Cabang Parepare 







































    
23,481,373 
 




































     
33,904,819 




PPh Pasal 21 Terutang = 0 
    
      Total PPh Pasal 21 
Setahun  = 0 
  
      Penghasilan Bruto = 26,631,373 
  PPh Pasal 21 Setahun = 0 
   
Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 26,631,373 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 26,631,373 







Lampiran 15b: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Manager Admin) PT Pelni Cabang Parepare 












































    
23,481,373 
 



































     
33,904,819 





PPh Pasal 21 Terutang = 0 
       
 
     
      Total PPh Pasal 21 
Setahun  = 0 
   
Selisih Pajak Terutang dengan 
Tunjangan Pajak = 0 
   
 
  
    
Penghasilan Bruto  = 26,631,373 
  PPh Pasal 21 Setahun = 0 
   
Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 26,631,373 
  
      Biaya yang diperkenankan 







Lampiran 16a: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Asman Pemasaran) PT Pelni Cabang Parepare 







































    
28,494,579 
 



































     
30,240,083 




PPh Pasal 21 Terutang : 
      
 5% X 2,772,000 = 138,600 
  
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 138,600 
  
      Penghasilan Bruto = 33,012,579 
  PPh Pasal 21 Setahun = 138,600 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 33,151,179 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 33,012,579 







Lampiran 16b: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Asman Pemasaran) PT Pelni Cabang Parepare 










































    
28,633,179 
 



































     
30,240,083 




PPh Pasal 21 Terutang : 
       
5% X 2,911,000 = 145,550 
  
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 145,550 
   
Selisih Pajak Terutang dengan 
Tunjangan Pajak 
   = 145,550 – 138,600 
    = 6,950 
     
Penghasilan Bruto  = 33,151,179 
  PPh Pasal 21 Setahun = 145,550 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 33,296,729 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 33,296,729 
  






Lampiran 17a: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Asman Keuangan) PT Pelni Cabang Parepare 






































    
50,660,710 
 



































     
34,188,281 




PPh Pasal 21 Terutang : 
     
5% X 33,780,000 = 1,689,000 
  
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 1,689,000 
  
      Penghasilan Bruto = 67,968,514 
  PPh Pasal 21 Setahun = 1,689,000 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 69,657,514 
  
      Biaya yang diperkenankan 
Pajak = 67,968,514 






Lampiran 17b: Implementasi Tax Planning Perhitungan PPh Pasal 21 
Karyawan (Asman Keuangan) PT Pelni Cabang Parepare 











































    
52,349,710 
 



































     
34,188,281 




PPh Pasal 21 Terutang : 
     
5% X 35,469,000 = 1,773,450 




    
      Total PPh Pasal 21 Setahun  = 1,773,450 
  Selisih Pajak Terutang dengan 
Tunjangan Pajak 
   =  1,773,450 – 1,689,000 
    = 84,450 
    Penghasilan Bruto  = 69,657,514 
  PPh Pasal 21 Setahun = 1,773,450 
  Biaya yang dikeluarkan 
Perusahaan = 71,430,964 
  
      Biaya yang diperkenankan 






Lampiran 18a: Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan berupa 
Tunjangan Hari Raya pada Karyawan (General Manager) PT 









































     
145,087,039 
   
Penghasilan Bruto 154,011,039 
Dikurangi: 






















     
40,571,427 




PPh Pasal 21 Terutang : 
 
   5% X 50,000,000 = 2,500,000 











      PPh Total Gaji + THR = 16,756,450 




PPh Tunjangan Hari Raya 
 
4,740,600 







Lampiran 18b: Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan berupa 
Tunjangan Hari Raya pada Karyawan (Manager Admin) PT 








































































     
37,114,112 




PPh Pasal 21 Terutang : 
    
5% X 32,723,000 = 1,636,150 
   
 
Total PPh Pasal 21 Setahun  
 
1,636,150 
   
 






PPh Tunjangan Hari Raya 
 
4,108,950 





Lampiran 18c: Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan berupa 
Tunjangan Hari Raya pada Karyawan (Manager Usaha) PT 









































     
79,516,661 
   
Penghasilan Bruto 87,472,661 
Dikurangi: 

























     
51,463,385 
PPh Pasal 21 Terutang : 
    
5% X 50,000,000 = 2,500,000 
  
15% X 1,463,000 = 219,450 
  
   
2,719,450 
  
Total PPh Pasal 21 Setahun  
 
2,719,450 
   






PPh Tunjangan Hari Raya 
 
3,058,200 






Lampiran 18d: Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan berupa 
Tunjangan Hari Raya pada Karyawan (Asman Keuangan) PT 











































































     
47,001,068 
PPh Pasal 21 Terutang : 
    
5% X 47,001,000 = 2,350,050 
  




      






PPh Tunjangan Hari Raya 
 
-621,450 







Lampiran 18e: Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan berupa 
Tunjangan Hari Raya pada Karyawan (Asman Keuangan) PT 









































































     
33,100,063 




PPh Pasal 21 Terutang : 
    
5% X 2,371,000 = 118,550 
  










PPh Tunjangan Hari Raya 
 
1,832,550 






Lampiran 18f: Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan berupa 










































     
55,669,230 
   
Penghasilan Bruto 63,865,230 
Dikurangi: 





















     
32,679,640 




      
PPh Pasal 21 Terutang : 
    
5% X 31,185,000 = 1,559,250 
  
      




      






PPh Tunjangan Hari Raya 
 
767,600 







Lampiran 18g: Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan berupa 











































     
43,471,508 
   
Penghasilan Bruto 52,478,508 
Dikurangi: 






















     
34,051,196 




      
Pajak Terutang/PKP = 27,553,000 
   
5% X 18,427,000 = 921,350 
  
      




      






PPh Tunjangan Hari Raya 
 
595,550 







Lampiran 18h: Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan berupa 










































     
37,702,398 
   
Penghasilan Bruto 45,586,398 
Dikurangi: 





















     
27,494,365 




      
PPh Pasal 21 Terutang : 
    
5% X 18,092,000 = 904,600 
  
      




      






PPh Tunjangan Hari Raya 
 
558,800 






Lampiran 18i: Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan berupa 










































     
27,125,125 
   
Penghasilan Bruto 34,421,125 
Dikurangi: 





















     
26,795,715 




      
PPh Pasal 21 Terutang : 
    
5% X 7,625,000 = 381,250 
  
      




      






PPh Tunjangan Hari Raya 
 
425,050 






Lampiran 18b: Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan berupa 










































     
27,353,369 
   
Penghasilan Bruto 32,633,369 
Dikurangi: 






















     
32,661,826 




      
PPh Pasal 21 Terutang : 
    
5% X -28,000 = -1,400 
  
      




      






PPh Tunjangan Hari Raya 
 
367,400 






Lampiran 18j: Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan berupa 










































     
21,743,088 
   
Penghasilan Bruto 26,027,088 
Dikurangi: 





















     
34,284,224 




      PPh Pasal 21 Terutang : 
    




      























Lampiran 18k: Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan berupa 












































     
13,133,780 
   
Penghasilan Bruto 17,705,780 
Dikurangi: 





















     
33,734,839 





      
PPh Pasal 21 Terutang : 
    




      




      

















Lampiran 18l: Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan berupa 










































     
13,082,549 
   
Penghasilan Bruto 17,066,549 
Dikurangi: 





















     
31,641,127 





      
PPh Pasal 21 Terutang : 
    




      





      

















Lampiran 18m: Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan berupa 
Tunjangan Hari Raya pada Karyawan (Manager Admin) 









































     
23,481,373 
   
Penghasilan Bruto 26,631,373 
Dikurangi: 





















     
33,904,819 




      
PPh Pasal 21 Terutang : 
    




      





      

















Lampiran 18n: Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan berupa 
Tunjangan Hari Raya pada Karyawan (Asman Pemasaran) 
PT Pelni Cabang Parepare 
 
Gaji Pokok 





































     
28,633,179 
   
Penghasilan Bruto 33,151,179 
Dikurangi: 





















     
30,240,083 




      
PPh Pasal 21 Terutang : 
    
5% X 2,911,000 = 145,550 
  
      




      






PPh Tunjangan Hari Raya 
 
0 






Lampiran 18o: Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan berupa 
Tunjangan Hari Raya pada Karyawan (Asman Keuangan) PT 









































     
34,188,281 
   
Penghasilan Bruto 25,425,429 
Dikurangi: 






















     
34,188,281 




      
PPh Pasal 21 Terutang : 
    
5% X 25,425,000 = 1,271,250 
  
      




      






PPh Tunjangan Hari Raya 
 
502,200 
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